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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab
dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain
dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab

dan transliterasinya dengan huruf latin.

I_Aur;l't‘)f Nanlw_a;;l : ruf Huruf Latin Nama
| Alif Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan
< Ba B Be
< Ta T Te
< sa $ es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
- ha h Ha (dzr;s\?;h;itik di
z Kha Kh Ka dan Ha
3 Dal D De
3 zal Z zet (dengan titik di atas)
B Ra R Er
J Zai z Zet
o Sin S Es
B Syin Sy es dan ye




U sad s es (det:lag\jzg ht)itik di
L dad d de (dzr;%va:ht)itik di
L ta ¢ te (deglsvig r;[;tik di
L za 2 zet (dgr;a?anh;itik di
d ‘ain Koma terbalik di atas
d Gain G Ge

= Fa F Ef

S Qaf Q Ki

d Kaf K Ka

J Lam L El

¢ Mim M Em

0 Nun N En

3 Wau w We

° Ha H Ha

3 Hamzah Apostrof

¢ Ya Y Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal
tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.



a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa

tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
—_ fathah A A
—_— Kasrah I |
3 dommah U u

b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa

gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf Nama Gabungan Nama
..... & fathah dan ya Ai adani
S fathah dan wau Au adanu

c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
) . _ a dan garis
|
G... fathah dan alif atau ya a atas
- i dan garis di
Sy Kasrah dan ya i bawah
S dommah dan wau u u dan garis di
atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.
a. Ta marbutah hidup yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat

fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.



b. Ta marbutah mati yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun,
transliterasinya adalah /h/.
Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta

marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini
tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama

dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu: J.. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara
kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti
oleh huruf gamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti
oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/
diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata
sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf gamariah adalah kata sandang yang diikuti
oleh huruf gamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan

di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah
ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di
akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan,
karena dalam tulisan Arab berupa alif.



Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah.
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan
maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua

cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab
huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga.
Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya
huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan
kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan
huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata
sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan
Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan
kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak
dipergunakan.

Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena
itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.
Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. Pedoman Transliterasi Arab-Latin.

Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan
Lektur Pendidikan Agama.
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Judul : Tinjauan Figh Muamalah Terhadap Pengaturan Peredaran
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Masalah minuman beralkohol sudah tidak dapat dipungkiri sangat
meresahkan kehidupan sosial masyarakat. Pada saat ini penyebaran minuman
beralkohol tidak terkontrol. Menteri Perdagangan menerapkan peraturan yang
tertuang dalam Permendag Nomor 06/M-DAG/PER/2015 tentang Pengendalian
dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman
Beralkohol. Tinjauan figh muamalah merupakan tawaran yang cukup fleksibel
untuk menghadapi perubahan sosial masyarakat, mengingat unsur maslahat dan
mafsadat serta tujuan syariat menjadi pilar utama dalam hukum. Dalam hal ini
penulis tertarik membuat karya ilmiah skripsi dengan judul Tinjauan Figh
Muamalah Terhadap Pengaturan Peredaran Minuman Beralkohol Dalam
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015 dengan
permasalahan bagaimana pengaturan peredaran minuman beralkohol dalam
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015 dan bagaimana
tinjauan figh muamalah terhadap pengaturan peredaran minuman beralkohol.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan peredaran
minuman beralkohol dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-
DAG/PER/2015 dan untuk mengetahui tinjauan figh muamalah terhadap
pengaturan peredaran minuman beralkohol.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat normatif
atau kepustakaan (Library Research), yang dilakukan dengan cara meneliti bahan
pustaka atau data sekunder. Dengan pendekatan penelitian, memperoleh sumber
data, instrumen pengumpulan data, dan analisa data agar menemukan isu yang
dicari jawabannya.

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini maka diperoleh hasil bahwa
tinjauan figh muamalah terhadap pengaturan peredaran minuman beralkohol
dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015 yang
menyatakan kebolehan memperjualbelikan minuman beralkohol jelas tidak sesuai
dengan kaidah-kaidah figh muamalah jual beli dan ajaran Islam.
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PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Modernisasi dikatakan sebagai tonggak awal kemajuan zaman
telah memberikan pengaruh yang luar biasa pada abad ke-21 ini.
Modernisasi membawa dampak perubahan fisik mental dalam berbagai
bidang kehidupan, yang tentunya akan memberi konsekuensi dan pengaruh
bagi manusia sebagai komponen dalam kehidupan. Pada dasarnya
modernisasi merupakan kemajuan teknologi yang mengakibatkan perubahan
cukup kompleks, bahwasanya kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dan
modernisasi merupakan faktor sosial ekonomi baru. Faktor sosial ekonomi
yang ada di dalam masyarakat merupakan pemicu untuk memunculkan
perilaku yang tidak sehat di antaranya adalah ketidakstabilan dalam rumah
tangga, kekerasan anak, peminum berat, penyalahgunaan minuman
beralkohol dan narkoba.

Setiap kelompok masyarakat selalu ada permasalahan sebagai
akibat perbedaan yang ideal dan yang aktual, antara yang standar dan yang
praktis, antara yang seharusnya atau yang diharapkan untuk dilakukan dan
apa yang dalam kenyataan dilakukan. Standar dan nilai-nilai kelompok
dalam masyarakat mempunyai variasi sebagai faktor yang menentukan

tingkah laku individu.*

! Zainuddin Ali, Filsafat Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), him. 90.



Dalam Islam, minuman beralkohol disebut dalam al-Quran dengan
khamar. Khamar terambil dari kata khamara artinya “menutup”. Maksudnya
adalah menutupi akal. Sedangkan menurut istilah adalah “setiap minuman
memabukkan yang terbuat dari perasan anggur”.? Karena itu makanan atau
minuman yang dapat menutupi akal secara bahasa juga disebut khamar.
Pada mulanya khamar adalah minuman beralkohol yang terbuat dari kurma
dan anggur. Tetapi karena dilarangnya itu sebab memabukkan, maka
minuman yang terbuat dari bahan apa saja (walaupun bukan dari kurma atau
anggur) asal itu memabukkan, maka hukumnya sama dengan khamar, yaitu
haram diminum.

Allah SWT telah mengatur semua aspek kehidupan hamba-Nya
termasuk dalam mengonsumsi minuman beralkohol. Dalam pandangan
syariat Islam, itu termasuk dosa besar yang sangat keji dan kejahatan yang
sangat besar, sebab dapat berbahaya terhadap mental, fisik, dan sosial.
Minuman beralkohol telah menjadi bencana bagi umat manusia sejak
dahulu. la terus-menerus mengorbankan begitu banyak nyawa manusia,
menyebabkan penderitaan yang sangat buruk bagi jutaan orang di seluruh
dunia. Alkohol adalah akar dari beberapa masalah yang ada dalam
masyarakat. Statistik dari tingkat kejahatan meningkat tajam, peningkatan
penyakit kejiwaan, dan jutaan jiwa yang menderita broken home di seluruh
dunia menjadi saksi atas kekuatan penghancur dari alkohol. Al-Quran

melarang konsumsi alkohol dalam Q. S. Al-Maidah ayat 90:

2 Enang Hidayat, Figih Jual Beli, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), him. 159.
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Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman
keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan
panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah
(perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.’

t

Dalam ayat suci ini ada 10 (sepuluh) hal yang menunjukkan
haramnya mengkonsumsi minuman beralkohol, dan kesemuanya ini
menunjukkan pengertian larangan yang sangat tegas dan keras. Berikut ini
adalah penjelasan dari hal tersebut, yaitu:*

1. Haramnya khamar disejajarkan dengan haramnya judi, (berkorban
untuk) berhala dan mengundi nasib dengan anak panah. Maka khamar
dan lainnya sama dilihat dari segi keharamannya.

2. Semua perbuatan itu disebut sebagai rijs (perbuatan Kkeji); dan
“perbuatan keji” itu sendiri berarti perbuatan yang diharamkan.

3. Semua perbuatan tersebut dianggap perbuatan syaitan.

4.  (Allah) memerintahkan agar menjauhi perbuatan tersebut.

5. (Allah) menjanjikan keberuntungan dengan menjauhinya.

6. Dengan khamar syaitan hendak menjerumuskan (manusia) dalam
permusuhan.

7. Menimbulkan kebencian di antara sesama manusia.

8.  Menghalangi manusia dari mengingat Allah.

® Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemah: Special for Woman, (Bandung: PT.
Sygma Examedia Arkanleema, 2009), him. 123.

* Chatibul Umam, dkk, Figh Empat Madzhab Bagian Muamalat I, (Jakarta: Darul Ulum
Press, 2000), him. 10.



9.  Menghalangi manusia dari shalat.
10. Larangan keras yang diungkapkan dengan bentuk pertanyaan adalah

seruan sekaligus ancaman:

~0
< o2 Lvs o

O seia Al (Jgd

Artinya: “...Adakah kamu akan berhenti mengerjakannya? ”

Sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab sudah akrab dengan
minuman beralkohol. Di samping itu, hampir semua syair/ puisi Arab
sebelum datangnya Islam tidak lepas dari pemujaan terhadap minuman
beralkohol. Ini menyiratkan betapa akrabnya masyarakat tersebut dengan
kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol.

Budaya mengkonsumsi minuman beralkohol memang sudah ada
sejak dulu, bahkan di seluruh belahan dunia mengenal apa yang disebut
dengan minuman beralkohol. Di belahan Eropa terdapat berbagai jenis
minuman beralkohol yang memiliki berbagai nama tergantung dari bahan,
kegunaan serta kadar alkohol dari minuman itu sendiri, seperti anggur,
wiski, tequila, bourbon dan lain-lain. Di daerah Amerika Latin dimana
sebagian besar penduduknya merupakan campuran antara keturunan Indian-
Spanyol-Portugis, juga terdapat minuman beralkohol berupa jagermeister,
dan chianti. Begitu pula dengan di Jepang terdapat minuman beralkohol
yang khas yaitu sake.

Semakin lama hal tersebut menyebabkan terjadinya perubahan
nilai terhadap minuman beralkohol di masyarakat, minuman beralkohol

yang secara hukum maupun agama dianggap hal yang tidak baik menjadi



sesuatu yang dianggap lumrah dan wajar untuk dilakukan. Akibat kebiasaan
minum tersebut maka timbullah dampak-dampak terutama yang bersifat
negatif dalam hal sosial, ekonomi dan terutama adalah kesehatan masyarakat
di daerah tersebut. Dampak yang ditimbulkan misalnya mulai dari
meningkatnya kasus kriminal terutama perkelahian remaja, sehingga
meresahkan warga masyarakat sekitar, timbulnya kesenjangan antara kaum
peminum tua dan peminum remaja atau antara peminum daerah satu dengan
yang lain, dan kemiskinan yang semakin bertambah. Kebiasaan minum
tersebut juga tentunya berdampak terhadap kesehatan masyarakat di daerah
tersebut, bahkan jika diperhatikan bentuk fisik dari para peminum mulai
bertambah, perut mereka menjadi buncit dengan kantung mata hitam
pertanda sering mengkonsumsi minuman beralkohol dan kurang tidur.

Salah satu faktor yang menjadikan manusia lebih mulia
dibandingkan dengan makhluk lainnya adalah karena ia mendapat karunia
akal. Sebab itu untuk memelihara kemuliaan manusia ini, Allah SWT sangat
memperhatikan kesehatan akal. Sebagai bukti perhatian itu, khamar
(minuman  beralkohol) yang menyebabkan kerusakan akal atau
menyebabkan fungsi akal terganggu dan diharamkan oleh Allah SWT.

Minuman beralkohol sering diproduksi atau dipasarkan dalam
bentuk minuman kaleng dan berbagai bentuk/ jenis botol. Namun karena
kandungan alkoholnya, penjualan minuman beralkohol diatur dengan sangat

ketat, dan ada batas usia minimal bagi pembeli minuman beralkohol. Di



Indonesia, kebanyakan toko tidak menjual minuman beralkohol bagi orang
yang berusia di bawah 21 tahun.

Permasalahan sosial di tengah-tengah masyarakat selalu
mengalami perubahan dan akan terus berkembang mengikuti dinamika
masyarakat itu sendiri. Sedangkan masalah minuman beralkohol sendiri,
sudah tidak dapat dipungkiri sangat meresahkan kehidupan sosial
masyarakat. Minuman beralkohol diyakini tidak membahayakan
pemakainya saja, tetapi juga membawa dampak yang buruk di lingkungan
masyarakat pemakai. Penyimpangan perilaku negatif pada khususnya
kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan hingga
menyebabkan hilangnya kontrol pada diri sendiri, atau sering dikatakan
mabuk, yang pada akhirnya melahirkan pelanggaran atau bahkan tindak
pidana yang sangat meresahkan masyarakat.

Berdasarkan penelitian di Amerika Serikat terhadap para
narapidana, kurang-lebih 80% dari pelaku kejahatan di bawah pengaruh
minuman beralkohol. Ini disebabkan karena pengaruh alkohol yang
menekan pusat pengendalian diri seseorang sehingga yang bersangkutan
menjadi berani dan agresif.’

Pada saat ini penyebaran minuman beralkohol tidak terkontrol,
sebagai contoh dalam penyebarannya sudah tidak lagi memandang batasan
usia pemakai atau pengonsumsi minuman beralkohol serta dikhawatirkan

akan membawa dampak yang negatif pada masyarakat, terutama pada anak-

® Harjanti Setyo Rini, “Perilaku Kriminal Pada Pecandu Alkohol”, (Skripsi, Fakultas
Psikologi Universitas Gunadarma), him. 3.



anak usia remaja yang nantinya sebagai generasi penerus bangsa. Selain itu,
penyebaran minuman beralkohol yang tidak terkontrol akan membawa
dampak pada tingkat kriminalitas yang tinggi pada masyarakat. Oleh
karenanya, untuk mengatasi persoalan tersebut, maka diperlukan langkah
dan terobosan serta tindakan tegas namun terukur yang dilandasi dengan niat
yang tulus untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, baik
masyarakat sebagai korban maupun masyarakat sebagai pelaku itu sendiri.
Tanpa kepedulian terhadap mereka, berarti sama halnya dengan membiarkan
kehancuran moral masyarakat serta dampak kesehatan akibat seringnya
mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan.®

Peredaran serta penjualan minuman beralkohol dilakukan oleh
sebagian masyarakat sebagai dinamika berinteraksi, dimulai dari remaja,
orang dewasa, hingga orangtua yang sudah berumur. Kondisi itu
menunjukkan kesadaran masyarakat tentang bahaya minuman beralkohol
masih sangat minim, sehingga memberikan peluang kepada minuman
beralkohol untuk tetap beredar dan diperjualbelikan. Minuman beralkohol
merupakan produk minuman yang mengandung etanol yang diproses dari
bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi
dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Minuman beralkohol di
dalamnya terdapat kadar kandungan kimia tertentu seperti etanol (C,HsOH)
sesuai penjelasan pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan

Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian

® Basman, “Gangguan Orang Mabuk dan Upaya Penanggulangannya” www.selapa-
polri.com/content/view/47/37, diakses pada 15 Juli 2018 pukul 11.23 WIB.
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dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman
Beralkohol. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Permendag Nomor 20
Tahun 2014 untuk minuman beralkohol golongan A juga dapat dijual di toko
pengecer berupa minimarket, supermarket, hypermarket atau toko pengecer
lainnya, namun pada Permendag Nomor 06 Tahun 2015 Pasal 14 dihapus
dan diganti sehingga berbunyi sebagai berikut “selain sebagaimana ayat (2),
minuman beralkohol golongan A juga dapat dijual di supermarket dan
hypermarket ”. Berdasarkan ketentuan perubahan pada pasal 14 dalam
Permendag Nomor 06 Tahun 2015.”

Upaya politik hukum pemerintah pusat, di dalam menangani
masalah minuman beralkohol menerapkan suatu peraturan yang memang
khusus menangani masalah minuman beralkohol ini dan berlaku di seantero
nusantara, sebagai bentuk langkah penanggulangan peredaran minuman
beralkohol yang sering disalahgunakan maka pemerintah pusat yang
diwakili langsung oleh Menteri Perdagangan yaitu Rachmat Gobel
menerapkan peraturan baru yang tertuang dalam Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015 yang merevisi peraturan
sebelumnya Permendag Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014  tentang
Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan

Penjualan Minuman Beralkohol.

" Komang Arya Mukti Maruti, “Pengendalian dan Pengawasan terhadap Penjualan
Minuman Beralkohol Golongan A pada Toko Pengecer di Kabupaten Badung”
https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/view/24069/15712, diakses 13 Juli 2018
pukul 23.45 WIB.



https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/view/24069/15712

Agar hukum baru itu berlaku efektif di tengah-tengah kehidupan
masyarakat, maka perubahan hukum itu harus memerhatikan tiga
ketentuan,® yakni Pertama: perubahan hukum itu tidak dilakukan secara
parsial, melainkan perubahan itu harus menyeluruh, terutama kepada
doktrin, norma-norma yag tidak sesuai lagi dengan kondisi zaman, Kedua:
perubahan itu juga harus mencakup dalam cara penerapannya. Pola pikir
yang statis dalam cara penerapan hukum hendaklah ditinggalkan, demikian
dalam cara-cara penafsiran hukum yang tidak melihat perkembangan zaman,
Ketiga: harus juga diadakan pada kaidah (aturan) yang sesuai dengan
falsafah hidup bangsa Indonesia. Agar kaidah (aturan) yang diperbarui itu
dapat dipatuhi oleh masyarakat, maka dalam kaidah (aturan) itu harus
memuat sanksi dan daya paksa dan untuk itu harus dibuat oleh instansi yang
berwenang.

Dibentuknya peraturan tersebut dinilai sebagai upaya konkrit
pemerintah pusat di dalam mengontrol, menekan, dan menanggulangi
peredaran minuman beralkohol di masyarakat. Hanya saja, sejauh mana
efektifitas peraturan menteri dagang tersebut, masih banyak kalangan yang
menyangsikan mengingat masih adanya kendala-kendala yang ada, selama
peraturan menteri perdagangan tersebut diterapkan. Kenyataan inilah yang
membuat penulis ingin mengambil atau membuat suatu penelitian yang
tertuju pada Permendag Nomor 06/M-DAG/PER/2015 yang sebagai salah

satu peraturan menteri yang mengatur peredaran minuman beralkohol di

® Ibid., him. 4-5.
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Indonesia. Bagi penulis diberlakukannya peraturan menteri seperti ini,
penting untuk dilakukan kajian yang mendalam, mengingat di dalam
peraturan menteri tersebut melibatkan dari berbagai aspek sosial, yang
meliputi dari eksekutif, legislatif, aparat penegak hukum dan masyarakat
seluruh nusantara khususnya masyarakat di Kota Padangsidimpuan. Atas
dasar inilah, penulis mencoba untuk melakukan telaah atas adanya aturan
baru bisnis minuman beralkohol yang tertuang pada Permendag Nomor
06/M-DAG/PER/2015, dari segi implikasi pelaksanaannya. Secara spesifik,
penulis membatasi pada implikasi pelaksanaan peraturan menteri tersebut
dari tingkat pencegahan.

Dari uraian di atas, penulis melihat bahwa kajian tentang bisnis
minuman beralkohol merupakan suatu kajian yang menarik, karena posisi
Permendag Nomor 06/M-DAG/PER/2015 ini merupakan salah satu bentuk
payung hukum terhadap pengaturan minuman beralkohol itu sendiri. Oleh
sebab itu dalam penelitian skripsi ini berjudul “Tinjauan Figh Muamalah
terhadap Pengaturan Peredaran Minuman Beralkohol dalam

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015”.

Identifikasi Masalah

Permasalahan di tengah masyarakat selalu mengalami perubahan
dan terus berkembang mengikuti dinamika masyarakat itu sendiri.
Sedangkan masalah minuman beralkohol sendiri sudah sangat meresahkan
kehidupan sosial masyarakat. Minuman beralkohol diyakini tidak hanya

membahayakan pemakainya saja, tetapi juga membawa dampak yang buruk
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di lingkungan masyarakat pemakai. Penyimpangan perilaku negatif pada
khususnya kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan
hingga menyebabkan hilangnya kontrol pada diri sendiri, atau sering
dikatakan mabuk, yang pada akhirnya melahirkan pelanggaran atau bahkan
tindak pidana. Sehingga minuman beralkohol dapat disimpulkan merupakan
sebagian sumber dari tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum yang
berlaku baik itu kecelakaan lalu lintas, pemerkosaan, pembunuhan,
pencurian, penganiayaan, bahkan sampai pada tindak kekerasan dalam
rumah tangga.

Penyebaran minuman beralkohol yang tidak terkontrol akan
membawa dampak pada tingkat kriminalitas yang tinggi pada masyarakat,
untuk mengatasi persoalan tersebut maka diperlukan langkah dan terobosan
serta tindakan tegas namun terukur yang dilandasi dengan niat baik. Tanpa
kepedulian terhadap mereka, berarti sama halnya dengan membiarkan
kehancuran moral masyarakat serta dampak kesehatan akibat seringnya
mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan.

Pertumbuhan dan perkembangan dinamika sosial masyarakat terus
bergerak sehingga mempengaruhi sistem tata hukum yang ada di dalamnya.
Oleh karena itu hukum dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan
dinamika sosial masyarakat. Pemerintah pusat menerapkan suatu peraturan
yang memang khusus menangani masalah minuman beralkohol ini dan
berlaku seantero nusantara, sebagai bentuk langkah penanggulangan

peredaran minuman beralkohol yang sering disalahgunakan.
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Maka pemerintah pusat menerapkan peraturan baru yang tertuang
dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015 yang
merevisi peraturan sebelumnya Permendag Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014
tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan
Penjualan Minuman Beralkohol. Keberadaan dari Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015 merupakan tindakan preventif
pemerintah guna menghambat dampak negatif yang diakibatkan oleh
minuman beralkohol yang secara luas mudah didapat di toko-toko pada
umumnya.

Tinjauan figh muamalah merupakan tawaran yang cukup fleksibel
untuk menghadapi perubahan sosial masyarakat, mengingat unsur maslahat
dan mafsadat serta tujuan syariat menjadi pilar utama dalam hukum. Dengan
tinjauan figh muamalah diharapkan hukum akan selalu mendudukkan
persoalan hukum secara proporsional serta mengedepankan kemanfaatan
dan kemaslahatan hukum bagi masyarakat sehingga hukum lebih produktif,

aplikatif, dan selalu inovatif.

Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus pada permasalahan
yang dikaji perlu dilakukan pembatasan masalah. Fokus penelitian ini adalah
untuk mengetahui bagaimana pengaturan peredaran minuman beralkohol
melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015
bersesuaian dengan figh muamalah. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor

06/M-DAG/PER/2015 adalah sebagai salah satu peraturan menteri yang
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mengatur peredaran minuman beralkohol di Indonesia. Sedangkan figh

muamalah adalah semua hukum syariat yang bersangkutan dengan urusan

dunia, dengan memandang kepada aktivitas hidup seseorang seperti jual

beli, tukar menukar, pinjam meminjam dan sebagainya.

D. Defenisi Operasional Variabel

1.

Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan; pendapat (sesudah
menyelidiki, mempelajari, dsb).’

Figh Muamalah didefinisikan sebagai hukum yang berkaitan dengan
tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan.*
Pengaturan berarti proses, cara, perbuatan mengatur.**

Peredaran adalah gerakan (perjalanan dan sebagainya), berkeliling
(berputar); peralihan (pergantian) dari keadaan yang satu ke keadaan
yang lain yang berulang-ulang seakan-akan merupakan suatu
lingkaran.*?

Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung alkohol
dengan berbagai golongan terutama etanol dengan kadar tertentu yang
mampu membuat peminumnya menjadi mabuk atau kehilangan
kesadaran jika diminum dalam jumlah tertentu.®* Alkohol diperoleh

dari proses peragian zat yang mengandung senyawa karbohidrat seperti

° Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat,

(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), him. 1470.

19 Abdullah as-Sattar Fatullah Sa’id, Amwal fi al-Islam, (Mekkah: Rabithah al-Alam al-

Islami, 1402 H), him. 17.

! Departemen Pendidikan Nasional, Op. Cit., him. 99.
2 1bid., him. 350.
3 Keputusan Menteri Kesehatan Rl No. 282/MENKES/SK/I1/1998 tentang Standarisasi

Mutu Produksi Minuman Beralkohol.
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gula, madu, gandum, sari buah atau umbi-umbian. Jenis serta golongan
dari alkohol yang akan dihasilkan tergantung pada bahan serta proses
peragian. Dari peragian tersebut akan didapat alkohol sampai berkadar
15% tapi melalui proses destilasi memungkinkan didapatnya alkohol
dengan kadar yang lebih tinggi bahkan sampai 100%. Minuman
beralkohol tak beraturan (oplosan) bisa mencapai lebih dari 55%. Ada
3 golongan minuman beralkohol, yaitu:

a. Golongan A; kadar etanol 1%-5% misalnya tuak dan bir.

b. Golongan B; kadar etanol 5%-20% misalnya arak dan anggur.

c. Golongan C; kadar etanol 20%-45% misalnya whiskey dan vodca.
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015 adalah
Peraturan yang baru tentang larangan dalam bisnis minuman
beralkohol yang merupakan revisi dari Peraturan Menteri Perdagangan

Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi pokok

permasalahan adalah:

1.

Bagaimana pengaturan peredaran minuman beralkohol dalam
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015?
Bagaimana tinjauan figh muamalah terhadap pengaturan peredaran

minuman beralkohol?



F.
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Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:
Untuk mengetahui pengaturan peredaran minuman beralkohol dalam
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015.
Untuk mengetahui tinjauan figh muamalah terhadap pengaturan

peredaran minuman beralkohol.

G. Kegunaan Penelitian

Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna
untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pustaka kelslaman
terutama dalam bidang hukum dan sosial terutama yang berhubungan
dengan pencegahan minuman beralkohol, memberikan gambaran yang
lebih nyata mengenai penanganan pencegahan dan penanggulangan
peredaran minuman beralkohol, serta diharapkan dapat dijadikan
bahan bacaan, referensi dan acuan bagi penelitian-penelitian
berikutnya.
Manfaat Praktis

Penelitian ini  diharapkan dapat meningkatkan dan
mengembangkan kemampuan penulis sebagai bekal untuk terjun ke
dalam masyarakat, memberikan manfaat serta menambah khazanah
intelektual bagi masyarakat serta mampu memahami dan menerapkan
tinjauan figh muamalah terhadap penjualan minuman beralkohol. Dan

untuk melengkapi syarat akademis guna mencapai jenjang sarjana
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Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan llmu Hukum

Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

H. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini bersifat normatif atau kepustakaan
(Library Research).! Penelitian hukum normatif adalah penelitian
hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data
sekunder. Penelitian ini bersifat deskriftif, yaitu berusaha memaparkan
tentang teori figh muamalah dan pengaturan peredaran minuman
beralkohol dalam Peraturan Menteri Perdagangan. Selanjutnya data-
data yang ada diuraikan dan dianalisa dengan cermat sehingga dapat
ditarik kesimpulan.
2.  Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan
penelitian agar penulis mendapatkan informasi dari berbagai aspek
untuk menemukan isu yang dicari jawabannya.'® Sesuai dengan jenis
penelitiannya yaitu penelitian yuridis normatif, penulis menggunakan
pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan.
a. Pendekatan konsep yaitu penelitian konsep yang berkaitan dengan

masalah hukum.™® Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan

* Noeng Muhajir, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Ramasin, 1998), him.
159.

> Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT.
Rieneka Cipta, 2002), him. 23.

16 Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cet. 3, (Malang:
Banyumedia Publishing, 2007), him. 306.
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dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga
melahirkan hukum dan asas yang relevan dengan permasalahan
yang dihadapi.

b. Pendekatan perundang-undangan yaitu penelitian terhadap produk-
produk hukum, pendekatan ini digunakan oleh penulis untuk
menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan fokus
permasalahan yang diteliti, sekaligus melihat konsistensi
perundang-undangan.'’ Dalam hal ini, penulis menelaah
pengaturan peredaran minuman beralkohol pada Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015.

Sumber Data

Bahan hukum yang dimaksud dalam penelitian adalah
sumber data, subyek dari mana data diperoleh, dalam hal ini dibedakan
menjadi tiga, yaitu primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan hukum primer merupakan data yang diperoleh langsung dari
sumber aslinya atau data yang diperoleh tidak melalui media
perantara sebagai berikut:

1) Al-Qur’an dan Hadits.
2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor
06/M-DAG/PER/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Menteri Perdagangan Nomor 02/M-DAG/PER/ 4/2014 tentang

17 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. 6, (Jakarta: Kencana, 2010), him. 23.
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Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran,
dan Penjualan Minuman Beralkohol.

3) Buku-buku tentang figh muamalah.

4) Buku-buku tentang minuman beralkohol.

. Bahan hukum sekunder merupakan sumber data penunjang yang

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang

diperoleh penulis secara tidak langsung melalui media perantara

sebagai berikut:

1) Drs. H. Moh. Rifa’i, Figih Islam Lengkap.

2) Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, M. Si, Figh Muamalah.

3) Dr. Mardani, Figh Ekonomi Syariah.

4) Enang Hidayat, M. Ag, Figih Jual Beli.

5) Prof. H. Chatibul Umam, Figh Empat Madzhab Bagian
Muamalat 1.

6) Prof. Dr. H. Muhammad Djakfar, S. H., M. Ag, Hukum Bisnis,
dan

7) Buku-buku lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendukung

bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, majalah, koran,

internet, dan bahan pendukung lainnya selain dari data sekunder.
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Instrumen Pengumpulan Data
Mengingat bahwa penelitian ini kepustakaan dalam penulisan
karya ilmiah yang sangat penting, maka untuk mengumpulkan data
dalam penelitian ini digunakan sumber data primer dan data sekunder.
a. Sumber Data Primer
Sumber data primer adalah data pokok yang diperoleh
melalui  buku-buku, tulisan-tulisan yang secara langsung
membahas tentang masalah yang dikaji.
b. Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder merupakan data penunjang yang
dijadikan bahan untuk dapat menganalisa dalam pembahasan
penelitian ini yang berupa buku-buku atau sumber-sumber lain
yang relevan dengan kajian penelitian ini.
Analisa Data
Secara umum analisis data dilakukan dengan cara
menghubungkan antara apa yang diperoleh dari suatu proses kerja
sejak awal, terutama relasi antar unsur yang tercakup dalam fokus
masalah penelitian. Tahap pengolahan data antara lain:
a. Pemeriksaan (Editing),"® vyaitu seleksi atau pemeriksaan ulang
bahan hukum yang telah terkumpul. Bahan hukum yang terkumpul
diseleksi sesuai dengan ragam pengumpulan data, untuk menjawab

pertanyaan yang terkandung dalam fokus penelitian. Hal ini

'8 Husin Sayuti, Pengantar Metodologi Riset, (Jakarta: CV. Fajar Agung, 1989), him. 64.



20

bertujuan  untuk  memeriksa  kesalahan, jika  terdapat
ketidaksesuaian.

Klasifikasi, adalah mengklasifikasikan bahan hukum. Hasil kerja
awal pada penelitian bahan hukum yang terkumpul diklasifikasikan
berdasarkan  fokus permasalahan yang diteliti.  Penulis
mengelompokkan hasil pengumpulan bahan hukum berdasarkan

fokus penelitian.

. Analisis, adalah analisa hubungan. Upaya analisa dilakukan

dengan menghubungkan apa yang ditemukan pada bahan hukum

yang diperoleh dengan fokus masalah yang diteliti.

Penelitian Terdahulu

Di antara penelitian terdahulu yang mendukung penulis untuk

meneliti tentang Minuman Beralkohol dan Peraturan Menteri Perdagangan

Nomor 06/M-DAG/PER/2015 yaitu:

1.

Ilham Dwi Maryadi (2016), Skripsi tentang Penegakan Hukum
Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul (Studi
atas Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2
Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran, dan
Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul).
Dalam skripsi tersebut menyimpulkan bahwa penegak hukum atas
Perda dalam hal ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

mempunyai kewajiban dan tanggung jawab atas pelaksanaan Perda
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tentang minuman beralkohol di Kabupaten Bantul dan metode
penelitian ini merupakan penelitian lapangan.™

2. Peggy Lusita Patria Rori (2015). Jurnal Holistik tentang Pengaruh
Penggunaan Minuman Keras pada Kehidupan Remaja di Desa Kali
Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. Jurnal tersebut
menyimpulkan kasus penyalahgunaan minuman keras yang terjadi di
kalangan remaja yang semakin memprihatinkan di Kabupaten
Minahasa.”

3. Nurulina (2013). Skripsi tentang Kontrol Diri Pada Pecandu Alkohol.
Dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami secara
jelas gambaran mengenai kontrol diri pada pecandu alkohol dan
indikator perilaku yang dilakukan oleh pecandu alkohol dalam
menghadapi suatu permasalahan.?*

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, para peneliti fokus
kepada Perda, pengaruh, dampak dari minuman beralkohol, dan
pengendalian bisnis Minuman Beralkohol ditinjau dari Permendag Nomor
06/M-DAG/PER/2015 dan Teori Sadd Al-Dzariah. Sedangkan penelitian ini
adalah mengenai bagaimana pengaturan peredaran minuman beralkohol

melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015

9 1lham Dwi Maryadi, Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol di
Kabupaten Bantul (Studi atas Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun
2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran, dan Pelarangan Penjualan Minuman
Beralkohol di Kabupaten Bantul), Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2016.

? peggy Lusita Patria Rori, Pengaruh Penggunaan Minuman Keras pada Kehidupan
Remaja di Desa Kali Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa, Jurnal Holistik, 2015.

! Nurulina, Kontrol Diri Pada Pecandu Alkohol, Skripsi, Fakultas Psikologi Universitas
Muhammadiyah Surakarta, 2013.
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bersesuaian dengan figh muamalah, dan belum ada yang meneliti tentang
Tinjauan Figh Muamalah terhadap Pengaturan Peredaran Minuman
Beralkohol dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-

DAG/PER/2015.

J. Sistematika Pembahasan

Pada skripsi ini menguraikan sistematika pembahasan yang terdiri
dari lima bab yang masing-masing mempunyai sub bab, yaitu:

BAB | Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi
masalah, batasan masalah, defenisi operasional variabel, rumusan masalah,
tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu
dan sistematika pembahasan.

BAB Il Minuman Beralkohol, terdiri dari pengertian minuman
beralkohol, efek minuman beralkohol, dampak minuman beralkohol, faktor
yang mempengaruhi perilaku pengguna minuman beralkohol, kedudukan
peraturan menteri perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015 dalam hierarki
peraturan perundang-undangan.

BAB Il Figh Muamalah, terdiri dari pengertian figh muamalah, jual
beli, dasar hukum jual beli, rukun jual beli, syarat penjual dan pembeli, syarat
barang dan harga, dasar hukum larangan jual beli minuman beralkohol,
batasan minuman beralkohol dalam figh muamalah.

BAB IV Hasil Penelitian, terdiri dari pengaturan peredaran minuman

beralkohol dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-
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DAG/PER/2015, tinjauan figh muamalah terhadap pengaturan peredaran
minuman beralkohol, dan analisa hasil penelitian.

BAB V Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.



BAB 11
MINUMAN BERALKOHOL

Pengertian Minuman Beralkohol

Alkohol adalah zat penekan susunan syaraf pusat meskipun dalam
jumlah kecil mungkin mempunyai efek stimulasi ringan. Bahan psikoaktif
yang terdapat dalam alkohol adalah etil alkohol yang diperoleh dari
fermentasi madu, gula, sari buah, atau umbi-umbian.

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol
yang diproses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan
cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan
cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan
lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat
dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung etanol
yang berasal dari fermentasi.

Etanol disebut juga etil alkohol adalah sejenis cairan yang mudah
menguap, mudah terbakar, tak berwarna, dan merupakan alkohol yang
paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam jumlah yang
sedikit, etanol juga dapat mempengaruhi otak sehingga dapat mengubah
perasaan menjadi sedikit lebih baik, tetapi dalam jumlah yang besar

pengaruh etanol pada otak menjadi bahaya. Orang yang minum banyak

24
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alkohol akan kehilangan kontrol diri dan bahkan bisa kehilangan

kesadaran.

Fermentasi adalah proses berubahnya zat tepung di dalam bahan
menjadi gula, yang kemudian berubah menjadi alkohol. Lama proses
fermentasi tergantung pada jenis minuman yang akan dibuat.

Dalam prakteknya, kadar alkohol yang terkandung dalam berbagai
jenis minuman itu tidak sama, tergantung dari komposisi yang diracik untuk
menimbulkan efek psikis berupa penurunan tingkat kesadaran yang dituju,
antara lain:*

a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan
kadar etanol 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus).
Adapun jenis minuman beralkohol golongan A seperti,®* Shandy,
Minuman Ringan Beralkohol, Bir/ Beer, Larger, Ale, Hitam/ Stout, Low
Alcohol Wine, Minuman Beralkohol Berkarbonasi, Anggur Brem Bali.

b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan
kadar etanol lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua
puluh perseratus). Adapun jenis minuman beralkohol golongan B
seperti, Reduced Alcohol Wine, Anggur/ Wine, Minuman Fermentasi
Pancar/ Sparkling Wine/ Champagne, Carbonated Wine, Koktail

Anggur/ Wine Coktail, Anggur Tonikum Kinina/ Quinine Tonic Wine,

22 \ssutarti, “Pengolahan dan Penyajian Minuman”, (Skripsi, Universitas Negeri Malang,
2002), him. 28.

%% Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 282/ MENKES/ SK/ 11/ 1998 tentang Standar
Mutu Produksi Minuman Beralkohol.

#  Imam Losaries, “Contoh Makalah Minuman Keras” http://software-
comput.blogspot.com/2013/04/makalah-minum-minuman-keras.html, diakses pada 25 September
2018 pukul 21.29 WIB.



http://software-comput.blogspot.com/2013/04/makalah-minum-minuman-keras.html
http://software-comput.blogspot.com/2013/04/makalah-minum-minuman-keras.html
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Meat Wine/ Beef Wine, Malt Wine, Anggur Buah/ Fruit Wine, Anggur
Buah Apel/ Cider, Anggur Sari Buah Pir/ Perry, Anggur Beras/ Sake/
Rice Wine, Anggur Sari Sayuran/ Vegetable Wine, Honey Wine/ Mead,
Tuak/ Toddy, Minuman Beralkohol Beraroma Beras Kencur, Anggur
Ginseng.

c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan
kadar etanol lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55%
(lima puluh lima perseratus). Adapun jenis minuman beralkohol
golongan C seperti, Brendi/ Brendy, Brendi Buah/ Fruit, Brandy,
Whisky/ Whiskies, Rum, Gin, Geneva, Vodka, Sopi Manis/ Liqueurs,
Cordial/ Cordials, Samsu/ Medicated, Arak/ Arrack, Cognac, Aperitif.

d. Minuman berkadar alkohol tak beraturan (oplosan) bisa mencapai lebih

dari 55% (lima puluh lima perseratus).

Efek Minuman Beralkohol

Efek minuman beralkohol dapat berupa penurunan konsentrasi si
peminum yang mabuk ini terjadi paling cepat dalam waktu 1 (satu) jam
setelah meminum minuman beralkohol. Efek yang ditimbulkan setelah
mengkonsumsi alkohol dapat dirasakan dalam waktu beberapa menit saja
tergantung dari jumlah/ kadar alkohol yang dikonsumsi.

Dalam jumlah/ kadar kecil, alkohol menimbulkan rasa santai, dan
pengguna akan lebih mudah mengekspresikan emosi, seperti rasa bahagia,
rasa sedih, dan kemarahan, mulut rasanya kering, pupil mata membesar dan

jantung berdegup lebih kencang. Jenis reaksi fisik ini biasanya tidak terjadi
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terlalu lama dan akan berangsur-angsur menghilang dalam waktu 4 (empat)
sampai 6 (enam) jam, setelah itu pengguna akan merasa sangat lelah dan
tertekan kembali.

Bila dikonsumsi dalam jumlah/ kadar yang banyak, akan
menimbulkan rasa yang lebih bebas mengekspresikan diri, tanpa ada
perasaan terhambat menjadi lebih emosional dan berlebihan, bicara cadel,
pandangan menjadi kabur, dan bisa sampai tidak sadarkan diri, kemampuan
mental mengalami hambatan, yaitu gangguan untuk memusatkan perhatian
dan daya ingat terganggu. Pengguna biasanya merasa dapat mengendalikan
diri dan mengontrol tingkahlakunya. Pada kenyataannya mereka tidak
mampu mengendalikan diri seperti yang pengguna sangka.

Pengaruh cairan-cairan memabukkan dalam tubuh manusia
berpengaruh pada darah.”® Seperti diketahui, darah adalah cairan berwarna
merah mawar bila mengandung oksigen dalam dua urat nadi, dan akan
berwarna kehitaman jika mengandung karbon dioksida dalam urat. Darah
terdiri dari cairan plasma dan sel-sel darah. Sedangkan sel-sel darah terdiri
dari zat-zat darah merah dan darah putih.

Darah merupakan 8% dari ukuran tubuh manusia, dengan fungsi
yang sangat banyak, dan di antara fungsi terpentingnya adalah:

a. Mentransfer suplemen makanan yang sudah dicerna dari perangkat atau
sistem pencernaan menuju limpa dan ke seluruh bagian tubuh.

b. Mentransfer oksigen dari paru-paru menuju sel-sel tubuh.

? Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Magasshid Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika Offset,
2009), him. 108.
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c. Mentransfer materi-materi yang dihasilkan dari makanan yang masuk ke
dalam tubuh melalui suntikan atau transfusi pembuluh darah, melalui
otot, atau melalui mulut.

d. Memindahkan hormon gondok yang kuat dalam pankreas, yang
memisahkan materi atau unsur insulin yang sangat penting.

e. Menjaga persentase atau tingkat cairan yang ada dalam tubuh, sesuai
dengan tingkat keringanan tubuh dan darah.

f. Membentuk media pertahanan tubuh melalui sel darah putih dan
kontradiksi protein.

Sedemikian pentingnya darah dalam tubuh dengan berbagai macam
fungsi, maka tidak mengherankan bila orang yang mabuk mati mendadak.
Penggunaan alkohol menyebabkan berbagai macam penyakit, dan hal ini
juga disebabkan kurangnya darah akibat suplemen makanan yang buruk dari
si pengguna alkohol yang sudah ketagihan, juga karena sistem pencernaan
dan penyerapannya yang sudah tidak baik. Penggunaan alkohol juga
menyebabkan lemahnya elastisitas urat nadi yang memanjang dan berat,
sehingga terkadang menyumbat atau mempersempit, dan akhirnya terjadi
pengerasan urat nadi tersebut.

Penyempitan dan pengerasan urat nadi termasuk faktor terpenting
terjadinya penyendatan jantung dan otot-otot pembuluh darah yang
mengakibatkan kelumpuhan dan kematian.?® Secara mutlak, penyendatan-

penyendatan ini merupakan sebab terpenting kematian, dan di Amerika

2 1bid., him. 109.
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Serikat hal ini merupakan sebab mematikan yang berada pada urutan

pertama.

Dampak Minuman Beralkohol

a. Dampak Positif

Minuman beralkohol dapat memberikan manfaat jika dikonsumsi

dalam dosis yang sesuai dan tidak berlebihan:

1)

2)

Wine. Bagi para wanita, dengan dosis anggur perhari dapat
menaikkan tingkat estrogen yang memperlambat kerusakan tulang
serta mengurangi resiko mati muda hingga 33%. Sedangkan bagi
para pria, mampu mengurangi resiko terjadinya kanker prostat. Wine
mampu menghadang penyakit terhadap tubuh, misalnya stroke, batu
ginjal, jantung koroner, diabetes, dan kanker saluran pencernaan
bagian atas. Wine juga dapat mencegah kolesterol karena bisa
membakar kalori yang dapat membentuk lemak.

Bir. Umumnya dibuat dari gandum yang difermentasikan dan dapat
mengurangi resiko penyakit jantung. Sedangkan bir beralkohol
rendah dapat digunakan sebagai anti kanker bila dikonsumsi secara
teratur. Satu setengah gelas bir per hari dapat meningkatkan
sensitivitas insulin, mengurangi resiko diabetes, batu ginjal, dan
mampu melindungi otak dan mengurangi resiko serangan kanker

payudara pada wanita.
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3) Vodka. Manfaat yang dimiliki vodka dapat mempercantik kulit
wajah maupun kepala, juga dapat mengecilkan pori-pori dengan
membubuhkan vodka pada kapas dan cukup ditepuk-tepuk ke wajah.

4) Arak/ Tuak. Minuman keras/ beralkohol ini memiliki jumlah/ kadar
alkohol yang cukup tinggi. Tuak berkhasiat menyehatkan badan
karena mengandung efek menghangatkan tubuh.

Dampak Negatif

Dampak negatif minuman beralkohol apabila digunakan
berlebihan:

1) Gangguan Mental Organik (GMO). Gangguan ini mengakibatkan
perubahan perilaku, seperti bertindak kasar dan mudah marah, mata
juling, muka merah, dan jalan sempoyongan, susah konsentrasi dan
mudah tersinggung.

2) Merusak Daya Ingat. Kecanduan minuman beralkohol dapat
menghambat perkembangan memori dan sel otak.

3) Sirosis Hati. Peradangan sel hati secara luas dan kematian sel dalam
hati akibat terlalu banyak mengkonsumsi minuman beralkohol.

4) Gangguan Jantung. Terlalu banyak mengkonsumsi minuman
beralkohol dapat membuat kerja jantung tidak berfungsi secara baik.

5) Gastrinitis. Peradangan atau luka pada lambung diakibatkan keadaan
muntah, karena lambung harus memompa secara paksa keluar zat-zat

adiktif yang beracun dalam tubuh.
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6) Paranoid. Karena kecanduan, pengguna sering merasa tidak tenang
sehingga perilakunya menjadi lebih kasar terhadap orang di
sekelilingnya.

7) Keracunan/ Mabuk. Dapat menghilangkan kesadaran pada diri

pengguna apabila dikonsumsi secara berlebihan.

D. Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Penggunaan Minuman
Beralkohol

Penyebab timbulnya perilaku mengkonsumsi minuman beralkohol:?’
a. Faktor internal yang bersumber pada diri seseorang, baik itu dari gen,
keadaan psikologis yang tertekan, penyimpangan kepribadian, ataupun

keadaan rendahnya tingkat rohani seseorang.
b. Faktor eksternal yang berasal dari lingkungan pengguna itu sendiri, baik
itu karena keadaan ekonomi, pendidikan, budaya, latar belakang
kehidupan, maupun karena kurangnya pengaruh kontrol sosial

masyarakat.

E. Kedudukan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-
DAG/PER/2015 dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik

Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan

Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman

Beralkohol. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Permendag Nomor 20

Tahun 2014 untuk minuman beralkohol golongan A juga dapat dijual di toko

" Achmad Kabain, Jenis-Jenis NAPZA dan Bahayanya, (Semarang: PT. Bengawan Ilmu,
2007), him. 42.
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pengecer berupa minimarket, supermarket, hypermarket atau toko pengecer
lainnya, namun pada PERMENDAG Nomor 06 Tahun 2015 Pasal 14
dihapus dan diganti sehingga berbunyi sebagai berikut “selain sebagaimana
ayat (2), minuman beralkohol golongan A juga dapat dijual di supermarket
dan hypermarket”. Berdasarkan ketentuan perubahan pada pasal 14 dalam
PERMENDAG Nomor 06 Tahun 2015.

Peraturan Menteri dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jenis peraturan
tersebut keberadaannya diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun
2011 yang menegaskan: “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang
ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah
Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia,
Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk
dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota, Bupati/ Walikota, Kepala Desa atau yang
setingkat”.

Walaupun ketentuan di atas tidak menuangkan jenis peraturan
perundang-undangan berupa “Peraturan Menteri” namun frase “...peraturan
yang ditetapkan oleh... menteri....” Mencerminkan keberadaan Peraturan

Menteri sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Dengan
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demikian, Peraturan Menteri setelah berlakunya UU Nomor 12 Tahun 2011
tetap diakui keberadaannya.

Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan: “Peraturan
Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui
keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang
diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau
dibentuk berdasarkan kewenangan”. Dari ketentuan ini, terdapat dua syarat
agar peraturan-peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) UU
Nomor 12 Tahun 2011 memiliki kekuatan mengikat sebagai peraturan
perundang-undangan, yaitu:

a. Diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,
atau

b. Dibentuk berdasarkan kewenangan.?

% Bilal Dewansyah, “Kedudukan Peraturan Menteri dalam Hierarki Perundang-
undangan” http://hierarki-perundang-undangan/kedudukan-peraturan-menteri-dalam-hierarki-
peraturan-perundang-undangan-hukumonline.com.htm, diakses pada 25 September 2018 pukul
21.52 WIB.
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BAB IlI
FIQH MUAMALAH

A. Pengertian Figh Muamalah

Secara etimologis figh mempunyai arti al-fahmu (paham), sedangkan
secara definitif figh berarti “Ilmu tentang hukum-hukum syar i yang bersifat
amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang tafsili.” Menurut
Ibnu Subhi yang dikutip Prof. Dr. Satria Efendi M. Zein, Figh vyaitu
pengetahuan tentang hukum syara’ yang berhubungan dengan amal
perbuatan yang digali satu persatu dalilnya.?® Pendapat menarik yang perlu
dikaji adalah pernyataan Imam Haramain bahwa figh merupakan
pengetahuan hukum syara’ dengan jalan ijtihad. Namun, demikian pula
pendapat Al-Amidi bahwa yang dimaksud dengan figh adalah ilmu hasil
kajian penalaran (nadzar dan istidhah).

Kata Muamalah berasal dari bahasa Arab yang artinya saling
berbuat.*® Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh
seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi
kebutuhan masing-masing.** Sedangkan menurut istilah syara’ adalah
hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam
persoalan-persoalan keduniaan.

Kata muamalah secara etimologis sama dan semakna dengan kata

mufa’alah (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang

%% Satria Efendi M. Zein, Ushul Figh, (Jakarta: Kencana, 2008), him. 4.

% Muhammad Gufron Hidayat, dkk, Ensiklopedia Figh Seri Muamalah, (Cirebon: CV.
Gunung Djati, 2009), him. 36.

*" Ibid., him. 36.
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dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam

memenuhi kebutuhan masing-masing.*

Atau muamalah yaitu hukum-
hukum syara’ yang berhubungan dengan urusan dunia untuk melanjutkan
eksistensi kehidupan seseorang seperti jual beli.

Dalam pengertian yang lain, kata muamalah yaitu peraturan yang
mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam hal tukar menukar
harta (termasuk jual beli).*®* Dalam redaksi lain figh muamalah didefinisikan
sebagai hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam
persoalan-persoalan keduniaan.** Misalnya, dalam persoalan jual beli, utang
piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan
tanah, dan sewa menyewa.

Muamalah adalah semua hukum syariat yang bersangkutan dengan
urusan dunia, dengan memandang kepada aktivitas hidup seseorang seperti
jual beli, tukar menukar, pinjam meminjam dan sebagainya. Muamalah juga
merupakan tata cara atau peraturan dalam perhubungan manusia sesama
manusia untuk memenuhi keperluan masing-masing, berlandaskan syariat
Allah SWT yang melibatkan bidang ekonomi dan sosial Islam.*

Muamalah yang dimaksudkan ialah dalam bidang yang menjadi
tumpuan semua orang untuk memperoleh kesenangan hidup di dunia dan

kebahagiaan di akhirat. Segala harta yang ada di alam ini, di muka bumi, di

%2 Lowis Ma’luf, al-Munjid fi al-lughah wa al-a’lam, (Beirut: Dar-al Masyrig, 1986),
him. 531.

% Zainuddin Ali, Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), him. 118.

% Abdullah as-Sattar Fatullah Sa’id, Amwal fi al-Islam, (Mekkah: Rabithah al-Alam al-
Islami, 1402 H), him. 17.

% Ibid., him. 37.
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laut atau di langit adalah milik Allah SWT secara mutlak. Manusia
diperintahkan memiliki harta yang disediakan oleh Allah SWT melalui ilmu
pengetahuan dan kemahiran yang dianugerahkan kepadanya. Mereka yang
memiliki harta kekayaan di dunia adalah sebagai pemegang amanat Allah
SWT dan bertanggungjawab terhadap harta-harta tersebut.

Mencari harta kekayaan amat dianjurkan oleh Islam, karena harta
merupakan alat bagi pencapaian kesenangan hidup di dunia dan kebahagiaan
di akhirat. Dengan harta tersebut seseorang dapat memenuhi keperluan
hidupnya dan dapat menunaikan tanggungjawabnya terhadap agama. Dalam
mencari karta kekayaan, umat Islam dianjurkan untuk menggunakan
sebagian hartanya di jalan kebaikan dan manfaat untuk orang banyak.
Dengan cara demikian, kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur,
pertalian yang satu dan yang lain pun menjadi teguh.

Dapat diketahui bahwa figh muamalah adalah aturan-aturan (hukum)
Allah yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan
keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial
kemasyarakatan.*® Menurut pengertian ini, manusia kapanpun dan di
manapun harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah,
sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktivitas

manusia akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat.

% Rachmat Syafe’i, Figih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), him. 15.
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Jual Beli

Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu,
sedang menurut syara’ artinya menukar harta dengan harta menurut cara-
cara tertentu (‘agad). Di dalam al-Qur’an Surah Al-Bagarah ayat 275 Allah

SWT berfirman:

‘yﬁ‘%}ﬁ T a5

Artinya:  “... Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan

. » 37
mengharamkan riba..." .

Sabda Rasulullah SAW:

d—‘-‘-“ﬁl‘-ﬂj e “\L;mu_\.\j\u\}“ “\L;"AJCA\JU"‘\'CBJUQ

"‘j)) J}}L@Jdﬂjgéﬂ.\d;;ﬂ\d&db ?c._xéla\«/g.\..ﬁ\gg
Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi’ ra.: Bahwasanya Nabi SAW ditanya:
Pencarian apakah yang paling baik? Beliau menjawab: “lalah orang yang

bekerja dengan tangannya, dan tiap-tiap jual beli yang bersih”.” (H. R. Al-
Bazzar dan disahkan Hakim).

Jual beli secara etimologis artinya mengganti dan menukar sesuatu
dengan sesuatu yang lain. Sedangkan secara terminologis, ulama Hanafiyah
mendefinisikan dengan “Saling menukar harta dengan harta melalui cara
tertentu”, atau “Tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan

melalui cara tertentu.”*®

*” Departemen Agama RI, Op. Cit., him. 47.
% Muhammad Djakfar, Hukum Bisnis, (Malang: UIN-Malang Press, 2013), him. 206.
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Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli “saling menukar harta dengan

39
harta atas dasar suka sama suka.”

Pendapat lain mendefinisikan “Menukar
barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan
hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan”.
Pendapat lain menyatakan, jual beli adalah saling tukar harta, saling
menerima, dapat dikelola dengan ijab dan gabul, dengan cara yang sesuai
dengan syara’. Menurut Pasal 1457 KUHPdt, jual beli adalah suatu
persetujuan dimana pihak yang satu berjanji mengikatkan dirinya untuk
menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga
yang telah dijanjikan.

Soebekti mendefinisikan jual beli sebagai perjanjian timbal balik
dimana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik
atas suatu barang, sedangkan pihak lain (si pembeli) berjanji untuk
membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari
perolehan hal milik tersebut.*

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa perkataan jual
beli menunjukkan adanya perbuatan (aktivitas) dari satu pihak yang
dinamakan “menjual”, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan
“membeli”. Adapun barang atau apa yang akan menjadi objek perjanjian
jual beli dengan sendirinya harus jelas, setidak-tidaknya dapat ditentukan
wujud dan jumlahnya pada saat akan diserahkan kepada si pembeli.
Termasuk juga jelas secara hukum kepemilikan atas barang yang akan

diperjualbelikan. Karena kalau tidak, jelas tidak sah secara hukum, dan jika

hal ini dilanjutkan maka jelas berpotensi menimbulkan masalah hukum

¥ Sayyid Sabiqg, Figh al-Sunnah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1977).
“0 R. Soebekti, Aneka Perjanjian, (Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 1995), him. 1.
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dikemudian hari. Penyebabnya adalah karena jual beli yang dilakukan itu
dianggap cacat hukum, dimana penjual menjual barang yang bukan miliknya
atau masih dalam status sengketa yang masih dalam proses hukum.

Perlu dipahami pula bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar
menukar benda atau barang yang mempunyai nilai (manfaat) yang dilakukan
atas dasar sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menyerahkan
barang, sedangkan yang lain menerima sesuai perjanjian. Semuanya ini
harus sesuai pula dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum syara’
maupun hukum positif yang berlaku.

Yang dimaksud sesuai dengan hukum adalah terpenuhinya
persyaratan, rukun, dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli
sehingga apabila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi sama halnya dengan
tidak memenuhi ketentuan syara’. Sebagai konsekuensinya, maka jual beli
yang dilakukan tidak sah atau tidak mempunyai akibat hukum.

Sedangkan yang dimaksud dengan benda adalah yang mencakup
pengertian barang dan uang, sifat benda harus dapat dinilai, yakni berupa
benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut
syara’.41 Karena bisa jadi barang yang dilarang penggunaannya oleh syara’,
namun sebaliknya, tidak dilarang oleh peraturan perundangan yang lain.
Benda-benda seperti daging babi, daging anjing, dan barang terlarang
lainnya tentu haram diperjualbelikan bagi salah satu pihak yang Muslim,

sehingga jual beli tersebut dianggap batal demi hukum. Akan tetapi di

*! Muhammad Djakfar, Hukum Bisnis, (Yogyakarta: PT. LkiS Printing Cemerlang, 2009),
him. 174,
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kalangan non Muslim jual beli seperti itu dianggap sah dan hal ini
bagaimanapun harus kita hormati, karena setiap pemeluk agama bebas
melakukan transaksi, sepanjang agama salah satu atau kedua belah pihak
tidak melarangnya.

Dilihat dari kompilasi hukum ekonomi syariah, pengertian jual beli
paling tidak harus memenuhi tiga unsur, yakni pihak-pihak, objek, dan
kesepakatan (pasal 56). Unsur inilah yang disebut rukun dalam istilah
syariah (muamalah), kendati masalah rukun ini para ulama berbeda pendapat

antara yang satu dengan yang lain.

Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli pada dasarnya merupakan kegiatan saling bantu antara yang
satu dengan yang lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai
ketentuan syariat dan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam KUHPdt
jual beli diatur dalam buku ketiga tentang Perikatan. Dalam perikatan ini
antara lain diatur segala hal yang berkaitan dengan jual beli, membentang
mulai dari pasal 1457 sampai dengan 1540.

Dasar hukum jual beli dapat ditemukan dalam al-Qur’an, al-Sunnah
dan Ijma’ umat. Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama
manusia mempunyai landasan yang amat kuat. Misalnya firman Allah dalam
surah al-Bagarah ayat 275 memberikan pengertian bahwa Allah telah
menghalalkan jual beli kepada hamba-Nya dengan baik. Sebaliknya, Allah
melarang jual beli yang ada unsur ribanya atau yang dapat merugikan orang

lain. Dalam surat an-Nisaa’ ayat 29 disebutkan:
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Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali
dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara
kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah adalah
Maha Penyayang kepadamu. 42

Jelas bahwa Allah SWT mengharamkan manusia memakan atau
memperoleh harta dengan cara bathil. Perolehan harta dibenarkan dengan
jalan perniagaan atau jual beli atas dasar suka sama suka dan saling
menguntungkan. Selain itu, ada pula landasan ijma’ yang membolehkan jual
beli. Sebagaimana dikatakan Sayyid Sabig bahwa para ulama sepakat
mengenai kebolehan jual beli (berdagang) sebagai perkara yang telah
dipraktekkan sejak zaman Nabi hingga masa Kini.

Sisi lain juga diajarkan dalam syariat Islam bahwa jual beli
(perdagangan) yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat akan
mendapatkan rezeki yang barakah, dan bahkan dijanjikan pahala akhirat
kepada para pelaku bisnis yang jujur, yakni akan bersama para Nabi, para
Siddigin, dan para Syuhada kelak di surga. Tentu saja pahala dan janji

transenden yang seperti inilah yang tidak ditemukan dalam ajaran hukum

positif yang lebih bersifat spekulatif, relatif, dan kontemporer.

“2 Departemen Agama RI, Op. Cit., him3.
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Rukun Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang
berakad (penjual dan pembeli), dan objek akad. Akad ialah ikatan kata
antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan
kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada
dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin,
misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab kabul dengan surat menyurat
yang mengandung arti ijab kabul.

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan
dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda

yang jelas menunjukkan kerelaan ijab dan kabul, Rasulullah SAW bersabda:

“ o - -
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Artinya: “Dari Abi Hurairah r. a. dari Nabi SAW bersabda: janganlah dua
orang yang jual beli berpisah, sebelum saling meridhai”. (Riwayat Abu
Daud dan Tirmidzi).*®

Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang
menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab kabul, ini adalah
pendapat jumhur. Menurut fatwa Ulama Syafi’iyah, jual beli barang-barang
kecil pun harus ijab kabul, tetapi menurut Imam Al-Nawawi dan Ulama
Muta’akhirin Syafi’iyah berpendirian bahwa boleh jual beli barang-barang
yang kecil dengan tidak ijab kabul seperti membeli sebungkus rokok.**

Syarat Penjual dan Pembeli
a. Berakal; tidak sah jual beli orang gila.*> Firman Allah SWT dalam Q. S.

An-Nisa’ ayat 5:

** Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), him. 70.
*“Ibid., him. 71.
“ Moh. Rifa’i, Figih Islam Lengkap, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978), him. 402.



43

z A~ g~ 7. Do }//9£/~/./ng :‘;,f //

e A Jam 1 S05e0 clea T 55 Y5

Artinya: “Dan janganlah kamu berikan hartamu itu kepada orang yang

bodoh dan harta itu dijadikan Allah untukmu sebagai pokok
penghidupan... ”.%

b. Dengan kehendaknya sendiri; tidak sah jual beli orang yang dipaksa

dengan tidak benar. Adapun orang yang dipaksa dengan benar misalnya

olen Hakim menjual hartanya untuk membayar hutangnya, maka

penjualannya itu sah. Sabda Rasulullah SAW:
ol ol (2 el iy adle 2 s 00 08
(Al

Artinya: “Telah bersabda Nabi Muhammad SAW: Baru sah jual beli
kalau sudah berkerelaan”. (H. R. Ibnu Hibban dan Ibn. Majah).

c. Keadaannya tidak mubazzir (pemboros) karena harta orang yang
mubazzir itu ditangan walinya. Firman Allah SWT dalam Q. S. Al-Isra’
ayat 27:

A ]

P
a2 (-
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Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang suka berbuat mubazzir (sia-
sia) itu adalah saudara syaithan... .%

d. Baligh; tidak sah jual beli anak-anak.
Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur
dewasa, menurut pendapat sebagian ‘Ulama, bahwa mereka dibolehkan

berjual beli barang-barang yang kecil-kecil, misalnya jual beli rokok dan

*® Departemen Agama RI, Op. Cit., him. 77.
“"1bid., him. 284.
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sebagainya.”® Karena kalau tidak boleh sudah tentu menjadi kesulitan,
sedang agama Islam sekali-kali tidak akan mengadakan aturan yang

mendatangkan kesulitan bagi pemeluknya.

Syarat Barang dan Harga
a. Suci barangnya; tidak sah menjual barang yang najis, seperti anjing,
babi, dan lain-lainnya yang najis. Sabda Rasulullah SAW:
e o) o ) 505 gl A1 e S (o)) e 0 5 0
sl aall A58 A5 &) A8 s o s e Ui Al
(alse 5 s il ol 5 ) olila Y5 3515

Artinya: “Dari Jabir bin ‘Abdullah ra bahwasanya Rasulullah SAW
bersabda pada tahun kemenangan di Mekkah: Sesungguhnya Allah dan
RasulNya mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi dan berhala. (H.
R. Bukhari dan Muslim)”.

b. Ada manfaatnya; jual beli yang ada manfaatnya sah, sedang yang tidak
ada manfaatnya tidak sah, seperti jual beli lalat, nyamuk dan sebagainya.

c. Dapat dikuasai; maka tidak sah menjual barang yang sedang lari,
misalnya jual beli kuda yang sedang lari yang belum diketahui kapan
dapat ditangkap lagi, atau barang yang sudah hilang, atau barang yang
sulit mendapatkannya.

d. Milik sendiri, atau barang yang sudah dikuasakannya; tidak sah menjual

barang orang lain dengan tidak seizinnya, atau barang yang hanya baru

akan dimilikinya/ baru akan menjadi miliknya.

* Moh. Rifa’i, Op. Cit., him. 404.
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e. Mestilah diketahui kadar barang/ benda dan harga, begitu juga jenis dan
sifatnya. Jual beli benda yang disebutkan sifatnya saja dalam janji
(tanggungan), maka hukumnya boleh, jika didapati sifat tersebut sesuai

dengan apa yang telah disebutkan.

Dasar Hukum Larangan Jual Beli Beralkohol
Sebagaimana khamar haram diminum, ia juga haram dijual,
berdasarkan sabda Rasulullah SAW:
6 25 D a5 (s )
Artinya: “Sesuatu yang haram diminum, haram dijual .
Dalam hadits lain diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a. ia berkata:
(b sty o Jusle 13508 5adl) 3 Al e 2 Ll U5 Gl
OST3 easls Ll 4 AT el Lelalay L, Ly
(e sl 5 male ol ol 5 ) 41 (o il s

Artinya: “Rasulullah SAW melaknat sepuluh hal dalam masalah khamar,
yaitu tukang perasnya, pembuatnya, peminumnya, pembawanya, orang yang
dibawakan kepadanya, tukang tuangnya, penjualnya, pemakan hasilnya,
pembelinya dan orang yang membelikan untuknya”. (Hadits ini
diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan At-Tirmidzi).*

Batasan Minuman Beralkohol dalam Figh Muamalah

Khamar menurut bahasa berbentuk kalimat tunggal (mufrad)
mudzakkar, jamaknya khumur, namun bisa juga berbentuk muannats, yang
berarti menutupi. Sedangkan menurut istilah adalah “setiap minuman

memabukkan yang terbuat dari perasan anggur”. Adapun selain perasan

9 Chatibul Umam, dkk, Loc. Cit.
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anggur tidak disebut khamar, melainkan disebut nabidz.*® Definisi ini
dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan ulama Kufah lainnya seperti Al-
Nakhai, Al-Tsauri, dan Ibnu Abi Laila.

Akan tetapi Al-Fayumi mendefinisikan khamar dengan “setiap
minuman yang memabukkan yang terbuat dari perasan apa saja, tidak hanya
anggur, bisa kurma, gandum, madu, dan yang lainnya”. Defenisi ini
dikemukakan oleh jumhur ulama (Imam Malik, Imam Syafi’i, dan Ahmad
bin Hambal), dan ulama Hijaz.>*

Definisi yang tepat dan maslahat adalah apa yang dikemukakan
jumhur ulama. Karena kalau dibatasi hanya yang terbuat dari perasan
anggur, akan menyebabkan manusia banyak yang berargumen yang penting
bukan dari perasan anggur. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi
dan Ibnu Majah, mereka berkata:

Al 4o Sallia AV3L5 08 Lgle diin) dle s G2

A0 Al 8 E R
Artinya: “Dari Jabir bin Abdillah r. A, dia berkata: Rasulullah SAW
bersabda: ‘,‘j45;27apun yang banyaknya bisa memabukkan, maka sedikitnya
haram pula”.

Oleh karena itu, bahan apapun yang bisa memabukkan berarti arak.
Betapapun merek, nama juga bahan berbeda dengan yang digunakan
manusia di zaman sekarang. Termasuk dalam hal ini adalah narkotika dan
obat-obatan terlarang hukumnya sama dianalogikan kepada hukum khamar.

Semuanya itu tidak mengubah nama khamar bila ‘i/lat-nya ada yaitu dapat

*® Enang Hidayat, Op. Cit., him. 159.
*! Ibid., him. 160.
%2 Bey Avrifin, Tarjamah Sunan Abi Daud, (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1993), him. 225.
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memabukkan baik sedikit atau banyak. Adapun bila diminumnya tidak
memabukkan, bukan berarti jadi boleh diminum, karena maksud ‘/lat yang
berkaitan dengan khamar adalah minuman tersebut ada unsur zat
memabukkannya.

Para ulama berbeda pendapat tentang masalah hukum khamar (najis
atau tidak). Hanafiyah berpendapat bahwa khamar adalah termasuk najis
mughallazhah (bukan yang dimaksud najis anjing dan babi).>® Maksudnya
adalah termasuk najis ‘ain seperti air kencing dan najis-najis lainnya. Oleh
karena itu, khamar diharamkan, dan bagi orang yang menganggapnya halal,
maka hukumnya kufur (keluar dari Islam).

Malikiyah berpendapat bahwa khamar adalah termasuk najis atas
dasar keharaman ‘ainnya (benda). Setiap yang diharamkan ‘ainnya, maka
haram pula zatnya, kecuali riwayat Rabi’ah yang mengatakan bahwa khamar
adalah suci.

Syafi’iyah berpendapat bahwa khamar adalah termasuk najis. Al-
Ghazali menyebutkan najisnya termasuk ke dalam najis mughallazhah.
Dalam hal ini sama pendapatnya dengan Hanafiyah di atas. Selanjutnya Al-
Nawawi berkata kenajisan khamar adalah sudah menjadi ijma’
(kesepakatan) ulama.

Hanabilah berpendapat bahwa khamar termasuk najis atas dasar

keharaman ‘ainnya (zatnya) seperti najisnya babi. Setiap sesuatu yang

%3 1bid., him. 160.
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memabukkan maka hukumnya haram dan najis. Ketetapan najisnya khamar
ini telah dikemukakan oleh kebanyakan para ulama.

Mencermati status hukum khamar dilihat dari segi najis tidaknya
sebagaimana dikemukakan para ulama di atas, dalam hal ini terdapat
perbedaan di antara mereka dalam melihat sudut pandang kenajisannya.
Hanafiyah memandang najis khamar itu disebabkan karena najis zatnya.
Syafi’iyah dalam hal ini sependapat dengan Hanafiyah. Sedangkan
Malikiyah dan Hanabilah memandang bahwa najisnya khamar itu
berdasarkan atas pertimbangan bahwa khamar itu diharamkan zatnya
menurut mereka (Malikiyah dan Hanabilah), setiap sesuatu yang diharamkan

adalah najis.



BAB IV
HASIL PENELITIAN

Pengaturan Peredaran Minuman Beralkohol dalam Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia
Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan
Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol,
minuman beralkohol diartikan sebagai minuman yang mengandung etanol
atau etil alkohol (C,HsOH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang
mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau
fermentasi tanpa destilasi.

Minuman beralkohol telah menjadi bagian budaya dan kehidupan
dari sebagian masyarakat Indonesia. Hal ini terlihat dari keberadaan
beberapa minuman beralkohol lokal, baik untuk kepentingan rekreasional
maupun ritual, seperti tuak Batak, arak Bali, sopi dari Maluku, moke dari
NTT, dan lain sebagainya. Tentu fenomena ini tidak boleh kita ingkari,
belum lagi mengingat bahwa cara membuat dan penggunaan minuman
beralkohol lokal tersebut telah diwariskan dari generasi ke generasi.

Pada tahun 2015 Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
menerbitkan ~ Peraturan ~ Menteri  Perdagangan  Nomor  06/M-
DAG/PER/1/2015 yang mengubah sejumlah pasal di dalam Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014. Salah satu perubahan

di dalam Peraturan Menteri Perdagangan tersebut mengatur bahwa minuman

49
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beralkohol tidak dapat lagi dijual di mini market. Peraturan ini terbentuk

dengan semangat untuk melindungi moral dan budaya masyarakat serta

meningkatkan efektivitas pengendalian dan pengawasan terhadap
pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Peraturan ini
dibangun dengan asumsi bahwa dengan tidak dijualnya minuman beralkohol

di mini market yang mempersulit akses anak-anak terhadap alkohol dapat

melindungi moral dan budaya masyarakat serta menjauhkan anak-anak dari

dampak negatif alkohol.

Dalam  Peraturan  Menteri  Perdagangan ~ Nomor  06/M-
DAG/PER/1/2015 Pasal 2, minuman beralkohol dikelompokkan dalam
golongan sebagai berikut:**

a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung
etil alkohol atau etanol (C,HsOH) dengan kadar sampai dengan 5%
(lima per seratus);

b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung
etil alkohol atau etanol (C,HsOH) dengan kadar lebih dari 5% (lima per
seratus) sampai dengan 20% (dua puluh per seratus); dan

c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung
etil alkohol atau etanol (C,HsOH) dengan kadar lebih dari 20% (dua

puluh per seratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima per seratus);

* peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 Pasal 2.
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Adapun jenis-jenis minuman beralkohol adalah sebagai berikut:

a. Jenis minuman beralkohol golongan A seperti, Shandy, Minuman
Ringan Beralkohol, Bir/ Beer, Larger, Ale, Hitam/ Stout, Low Alcohol
Wine, Minuman Beralkohol Berkarbonasi, Anggur Brem Bali.

b. Jenis minuman beralkohol golongan B seperti, Reduced Alcohol Wine,
Anggur/  Wine, Minuman Fermentasi Pancar/ Sparkling Wine/
Champagne, Carbonated Wine, Koktail Anggur/ Wine Coktail, Anggur
Tonikum Kinina/ Quinine Tonic Wine, Meat Wine/ Beef Wine, Malt
Wine, Anggur Buah/ Fruit Wine, Anggur Buah Apel/ Cider, Anggur Sari
Buah Pir/ Perry, Anggur Beras/ Sake/ Rice Wine, Anggur Sari Sayuran/
Vegetable Wine, Honey Wine/ Mead, Tuak/ Toddy, Minuman
Beralkohol Beraroma Beras Kencur, Anggur Ginseng.

c. Jenis minuman beralkohol golongan C seperti, Brendi/ Brendy, Brendi
Buah/ Fruit, Brandy, Whisky/ Whiskies, Rum, Gin, Geneva, Vodka,
Sopi Manis/ Liqueurs, Cordial/ Cordials, Samsu/ Medicated, Arak/
Arrack, Cognac, Aperitif.

Sebagaimana pasal 14 dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
06/M-DAG/PER/1/2015 menyatakan:*

(1) Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat

hanya dapat dijual di:
a. Hotel, Restoran, Bar sesuai dengan peraturan perundang-undangan

di bidang kepariwisataan; dan

> Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 Pasal 14.
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b. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/ Walikota dan
Gubernur untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
(2) Penjualan Minuman Beralkohol secara eceran hanya dapat dijual oleh
pengecer, pada:
a. Toko Bebas Bea (TBB); dan
b. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/ Walikota dan
Gubernur untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
(3) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Minuman Beralkohol
golongan A juga dapat dijual di supermarket dan hypermarket.

Pasal 15: Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), hanya dapat diberikan kepada
konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan
menunjukkan kartu identitas kepada petugas/ pramuniaga.

Pasal 16:

(1) Pengecer wajib menempatkan Minuman Beralkohol pada tempat
khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain.

(2) Pengecer berkewajiban melarang pembeli Minuman Beralkohol
meminum langsung di lokasi penjualan.

(3) Pembelian Minuman Beralkohol oleh konsumen hanya dapat dilayani
oleh petugas/ pramuniaga.

Pasal 28: Pengecer atau Penjual Langsung dilarang
memperdagangkan Minuman Beralkohol di lokasi atau tempat yang

berdekatan dengan:
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a. gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios Kkecil,
penginapan remaja, dan bumi perkemahan;

b. tempat ibadah, sekolah, rumah sakit; dan\

c. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/ Walikota atau
Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, dengan memperhatikan kondisi daerah masing-masing.

Pasal 31:

(1) Setiap orang perorangan dilarang mendistribusikan dan/ atau

memperdagangkan Minuman Beralkohol

(2) Badan usaha dilarang mendistribusikan dan/ atau memperdagangkan

Minuman Beralkohol yang tidak dilengkapi dengan perizinan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 32: Pengendalian dan pengawasan peredaran dan penjualan
Minuman Beralkohol dilakukan terhadap IT-MB, Distributor, Sub
Distributor, Pengecer, dan Penjual Langsung.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015
dibentuk dengan tujuan mempersulit masyarakat terutama anak-anak muda
dalam menjangkau minuman keras®, juga untuk melindungi moral dan
budaya masyarakat serta meningkatkan efektivitas pengendalian dan
pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman

beralkohol.

% policy Brief Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat.
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Berbicara tentang minuman beralkohol, sama dengan berbicara
masalah yang bersifat dilematis. Minuman beralkohol menimbulkan
masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan sosial. Di bidang kesehatan
minuman  beralkohol =~ menyebabkan turunnya produktifitas serta
meningkatkan biaya perawatan dan pengobatan, di bidang sosial
menyebabkan keadaan keluarga menjadi tidak harmonis. Di sisi lain,
pemerintah mengharapkan sebagai sumber penghasilan yang besar,
sekalipun dalam hal peredaran atau pemakaiannya diawasi dan dibatasi.

Salah satu masalah yang sangat memprihatinkan dan harus
mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat ialah masalah minuman
beralkohol yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat luas. Mengkonsumsi
minuman beralkohol yang berlebihan sangat besar pengaruhnya terhadap
sikap dan tindakan pelaku yang mengarah kepada deviasi, seperti kebut-
kebutan di jalan raya yang dapat mengganggu lalu lintas, membuat keributan
dan kekacauan, dan mengganggu ketenangan masyarakat lainnya.

Di era globalisasi ini masyarakat sulit membedakan mana hal yang
boleh dilakukan dan mana hal yang tidak boleh dilakukan. Karena bagi
masyarakat khususnya remaja semua hal yang dilakukannya dianggap benar.
Kenakalan remaja di era modern ini sudah melebihi batas yang sewajarnya.
Banyak anak di bawah umur yang sudah mengenal rokok, narkoba, freesex,
dan terlibat banyak tindakan kriminal lainnya. Fakta ini sudah tidak dapat
dipungkiri lagi, kita dapat melihat brutalnya remaja jaman sekarang.

Meningkatnya tingkat kriminal di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh
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orang dewasa, tetapi banyak juga dari kalangan para remaja. Tindakan
kenakalan remaja sangat beranekaragam dan lebih terbatas jika
dibandingkan tindakan kriminal orang dewasa.>’

Upaya politik hukum Pemerintah Pusat Republik Indonesia dalam
menangani minuman beralkohol, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel
dengan kebijakan barunya melarang penjualan minuman beralkohol tipe
Golongan A di minimarket. Minuman beralkohol tipe Golongan A
merupakan minuman dengan kadar alkohol kurang dari 5% vyaitu di
antaranya bir, bir hitam, dan minuman ringan beralkohol lainnya. Aturan
larangan penjualan minuman beralkohol jenis bir di minimarket adalah
berdasarkan pada Permendag Nomor 06/M-DAG/PER/2015 tentang
Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan
Penjualan Minuman Beralkohol. Permendagri tersebut melarang penjualan
minuman beralkohol tipe golongan A yakni yang memiliki kadar alkohol di
bawah 5%, dilarang dilakukan di minimarket. Penjualan hanya boleh di
supermarket dan hypermarket namun hanya boleh dikonsumsi di lokasi.
Menteri Perdagangan juga menegaskan bahwa kebijakan itu diambil untuk
melindungi generasi muda Indonesia dari minuman beralkohol. Saat ini,
akses generasi muda terhadap minuman beralkohol dinilai sangat mudah
terutama dengan dijualnya minuman beralkohol di minimarket.

Pemerintah Pusat Republik Indonesia selaku pihak pemberi izin

tempat penjualan minuman beralkohol haruslah berperan aktif dalam

" Bambang Y Mulyono, Kenakalan Remaja (Dalam Perspektif Pendekatan, Sosiologis,
Psikologis, Teologis, dan Usaha Penanggulangannya), (Jakarta: Andi Offset, 1985), him. 113.
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mengawasi tempat penjualan minuman beralkohol ilegal yang melakukan
kegiatannya. Apabila terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan maka
izin dari tempat penjualan minuman beralkohol tersebut dapat dicabut,
sudah ditentukan dalam Permendag Nomor 06/M-DAG/PER/2015 pasal 14
ayat (3), menyatakan “Izin tempat penjualan minuman beralkohol golongan
A hanya diberikan untuk; Supermarket dan Hypermarket”. Dan pada pasal 2
ayat (2) menyatakan, “Pengecer minuman beralkohol skala minimarket dan
pengecer lainnya paling lambat tiga bulan harus sudah menarik produk
minuman beralkohol golongan A dari peredaran”.>®

Masalah tempat penjualan minuman beralkohol yang sering terjadi
adalah penjualan secara ilegal, sehingga pengawasan yang dilakukan tidak
hanya berfungsi sebagai upaya pencegahan maupun penindakan terhadap
terjadinya segala bentuk penyimpangan yang dapat merugikan dan memberi
dampak negatif terhadap masyarakat, melainkan juga berfungsi sebagai
upaya untuk memberi dorongan bagi perbaikan dan penyempurnaan seluruh
tempat penjualan minuman beralkohol ilegal, baik yang menyangkut
kebijakan maupun peredaran, sehingga proses pencapaian tujuan lebih
efisien, ekonomis dan efektif.

Keberadaan Permendag Nomor 06/M-DAG/PER/2015 sangatlah
menunjang dalam menyelamatkan masyarakat dan generasi penerus serta
menekan penyebarluasan minuman beralkohol yang memicu angka

kriminalitas yang sangat tinggi. Namun sayangnya peraturan tersebut masih

*® Kompas.com, “Menteri Perdagangan Larang Minimarket Jual Minuman Beralkohol”
http://bisniskeuangan.kompas.com/menteri.perdagangan.larang.minimarket.jual. minuman.beralko
hol, diakses pada 04 Desember 2018 pukul 20.14 WIB.
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terdapat kelemahan yaitu memberikan ruang dalam akses mendapatkan
minuman beralkohol dengan diperbolehkannya penjualan di tempat-tempat
tertentu seperti Supermarket dan Hypermarket.

Rekomendasi ke depan bagi pemangku kebijakan adalah mengatur
pelarangan total minuman beralkohol melalui Undang-undang yang tidak
lagi setaraf Peraturan Menteri, sehingga aturan yang berlaku mengenai
pelarangan minuman beralkohol dapat berlaku umum bagi seluruh
masyarakat Indonesia, sehingga setiap orang Yyang menjual atau
menyediakan dapat disanksi keras tidak sebatas toko-toko ilegal saja.
Ketentuan penjualan minuman beralkohol juga harus memuat sanksi-sanksi
tegas seperti halnya administrasi dan pidana yang meliputi peringatan,

penjara (kurungan), atau denda.

Tinjauan Figh Muamalah terhadap Pengaturan Peredaran Minuman
Beralkohol

Jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak. Meskipun
jual beli dibolehkan dalam Islam, tetapi tidak semua dihalalkan, bahkan ada
yang dilarang dan diharamkan. Jumhur ulama, sebagaimana disinggung
dalam Bab Il, tidak membedakan antara fasid dan batal. Berkenaan dengan
jual beli yang dilarang Islam, Wahbah Al-Juhalili meringkasnya sebagai
berikut;*

1. Terlarang Sebab Ahliah (Ahli Akad)

%9 Rachmat Syafe’i, Op. Cit., him. 93.
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Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sahih apabila
dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu
ber-tasharruf secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah
jual belinya adalah berikut ini:

a. Jual beli orang gila,

b. Jual beli anak kecil,

c. Jual beli orang buta,

d. Jual beli terpaksa,

e. Jual beli fudhul,

f. Jual beli orang yang terhalang,
g. Jual beli malja’.

. Terlarang Sebab Shighat

Ulama figih telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan
pada keridhaan di antara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian di
antara ijab dan gabul; berada di satu tempat, dan tidak terpisah oleh
suatu pemisah. Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut
dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau
masih diperdebatkan oleh para ulama adalah sebagai berikut:

a. Jual beli mu’athah,

b. Jual beli melalui surat atau melalui tulisan,

134

Jual beli dengan isyarat atau tulisan,

d. Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad,

@

Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan gabul,
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f.Jual beli munjiz.
3. Terlarang Sebab Ma’qud Alaih (Barang Jualan)

Secara umum, ma’qud alaih adalah harta yang dijadikan alat
pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut mabi’ (barang
jualan) dan harga. Ulama figih sepakat bahwa jual beli dianggap sah
apabila ma’qud alaih adalah barang yang tetap atau bermanfaat,
berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad,
tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari
syara’.

Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian
ulama, tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya, di antaranya berikut
ini:

a. Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada,

b. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan,

o

Jual beli gharar,
d. Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis;

Ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis,
seperti khamar. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang barang
yang terkena najis yang tidak mungkin dihilangkan, seperti minyak yang
terkena bangkai tikus. Ulama Hanafiyah membolehkannya untuk barang
yang tidak untuk dimakan, sedangkan ulama Malikiyah

membolehkannya setelah dibersihkan.®

% 1bid., him. 98.
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a. Jual beli air,
b. Jual beli barang yang tidak jelas,
c. Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad (gaib), tidak dapat
dilihat,
d. Jual beli sesuatu sebelum dipegang,
e. Jual beli buah-buahan atau tumbuhan.
. Terlarang Sebab Syara’

Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi
persyaratan dan rukunnya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang
diperselisihkan di antara para ulama, di antaranya berikut ini:

a. Jual beli riba,

b. Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan,
c. Jual beli barang dari hasil pencegatan barang,

d. Jual beli waktu azan Jum’at,

e. Jual beli anggur dijadikan khamar,

f. Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil,

g. Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain,
h. Jual beli memakai syarat.

Para ulama berpendapat mengenai hukum mengedarkan khamar
seperti dikemukakan di bawah ini.®*

Hanafiyah berpendapat bahwa tidak diperbolehkan hukumnya

memperjualbelikan khamar, karena diharamkan kepada kaum muslimin

%! Enang Hidayat, Op. Cit., him. 163.
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memiliki dan memanfaatkannya. Hal yang jadi pertimbangan Hanafiyah
adalah karena khamar itu najis, sehingga tidak sah menjadi objek jual
beli, dan hukum jual belinya adalah fasid.

Malikiyah berpendapat tidak boleh hukumnya
memperjualbelikan  khamar, karena khamar hukumnya najis.
Sesungguhnya Allah SWT tatkala menjadikan khamar itu najis, maka
Allah SWT memandang rendah padanya. Selain itu karena di antara
syarat sah jual beli adalah harus suci objek yang diperjualbelikannya.
Sedangkan khamar tidak suci. Dengan demikian, maka hukum
memperjualbelikannya tidak boleh.

Syafi’iyah berpendapat bahwa hukum memperjualbelikan
khamar tidak sah (tidak boleh), karena najis zatnya. Mereka memandang
bahwa benda-benda itu terbagi kepada dua macam, yaitu benda yang
najis dan benda yang suci. Benda yang najis terbagi kepada dua macam,
yaitu benda yang najis zatnya dan benda yang najis karena yang lainnya.
Benda yang najis zatnya tidak boleh diperjualbelikan, seperti khamar.

Hanabilah berpendapat hukumnya tidak boleh
memperjualbelikan khamar karena najis zatnya. Menurut mereka, di
antara syarat sah jual beli itu adalah harus berupa harta. Harta adalah
sesuatu yang diperbolehkan secara mutlak memanfaatkannya.
Sedangkan khamar adalah tidak dipandang harta, karena di dalamnya

ada manfaat yang diharamkan.
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Dengan demikian, jelaslah kaitannya dengan khamar ini dapat
ditarik sebuah kaidah, bahwa setiap minuman yang memabukkan maka
haram memperolehnya selanjutnya haram pula memperjualbelikannya.
Tidak jadi masalah apa itu namanya, bentuknya, dan mereknya, karena
yang dijadikan pertimbangan bukan itu semua, melainkan hakikatnya
minuman tersebut, yaitu memabukkan, dan setiap minuman yang
memabukkan adalah khamar.

Termasuk dalam hal ini adalah haram hukumnya menjual anggur
atau apa saja kepada orang yang akan menjadikannya minuman
memabukkan. Menjual apa saja yang mendorong kepada kemaksiatan
dalam hal ini digiyaskan (dianalogikan) kepada perbuatan tersebut. Akan
tetapi perbuatan itu diharamkan jika memang diketahui bahwa apa yang
dijual itu adalah untuk dijadikan arak. Jika tidak diketahui bahwa apa
yang dijual akan dijadikan arak, maka sebagian ulama membolehkan
walaupun makruh. Adapun menjual perasan anggur kepada orang
Yahudi dan Nasrani tidak boleh, karena menurut adat, jelas akan
dipergunakan untuk membuat arak.

Adapun hikmah dilarang memperjualbelikannya adalah karena
dapat memudharatkan dan merusak akal.®’ Khamar menjadi penyebab
orang yang berakal seperti binatang. Selain itu dapat menghalangi
seseorang melakukan shalat dan zikir kepada Allah serta mendatangkan

permusuhan dan kebencian.

%2 |bid., him. 167.
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Enang Hidayat, M. Ag, mengutip kaidah figh yang berhubungan
dengan jual beli dalam buku yang berjudul Figh Jual Beli. Dalam buku
tersebut dikemukakan beberapa kaidah figih khusus di bidang muamalah
jual beli. Penulis mengutip beberapa kaidah-kaidah yang berkaitan
dengan khamr, di antaranya:

1. Kaidah Ketiga
J ) fah i dadl 2lala 8 5 e )

Artinya: “Hukum asal setiap sesuatu yang sah dimanfaatkannya,

maka sah pula diperjualbelikannya kecuali adanya dalil yang

mengharamkannya. "*®

Kaidah di atas berhubungan dengan objek yang bisa
diperjualbelikannya dan dimanfaatkannya. Dalam hal ini terdapat
syarat-syaratnya, sebagai berikut:

a. Benda yang diperjualbelikan itu ada manfaatnya. Dengan
demikian, benda yang tidak ada manfaatnya sama sekali tidak
bisa dijadikan objek akad jual beli, karena hukumnya tidak sah.
Selain itu termasuk menginfakkan harta yang tidak ada
manfaatnya termasuk sia-sia atau mubazir seperti serangga yang
tidak bisa diperjualbelikan karena tidak ada manfaatnya.

b. Manfaat benda tersebut diperbolehkan oleh syara’. Dengan
demikian, tidak boleh memperjualbelikan yang ada manfaatnya

tetapi diharamkan oleh syara’ seperti arak (minuman beralkohol),

% 1bid., him. 61.
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alat hiburan (dipergunakan untuk maksiat), dan benda-benda
najis.
2. Kaidah Kesembilan Belas
08 5 pDan T iklad 53 £ O

Artinya: “Setiap sesuatu yang diperbolehkan tapi mengarah kepada
vang diharamkan, maka hukumnya haram. o4

Kaidah di atas berhubungan dengan kaidah sadd al-dzari’at
(tindakan preventif) dalam ilmu Ushul Figh. Penjelasannya adalah:
Sesungguhnya sesuatu itu bisa dihukumi mubah (boleh) karena
memandang zatnya. Adapun dalam memandang tujuannya terdapat
perbedaan hukum di dalamnya, disebabkan bedanya pengaruh dan
kesimpulannya. Karena hal-hal yang dihukumi mubah itu bisa
menjadi perantara dan berpengaruh pada dampak hukum
disebabkannya.

Kaidah di atas menjelaskan bahwa perbuatan mubah apabila
mengarah kepada jual beli yang diharamkan, maka jual beli tersebut
menjadi haram pula, karena syariat Islam mencegah muamalah yang
mengarah kepada haram berdasarkan kaidah sadd al-dzari’ah
(tindakan preventif) sebagaimana disinggung di atas.

Hadits Nabi SAW yang berhubungan dengan kaidah di atas

adalah:

® 1bid., him. 93.
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B yuale 55de yadll iy adle A e &Y o) Gal
Lol Ll 4l Al sl Llelas o Jlis b aalind
:\j B\/S :.JS\‘/’ t@j L..S/ .’~ :~;n:9 1 :,5 J/Si:j
Artinya: “Rasulullah SAW melaknat sepuluh orang yang berkenaan
dengan khamr; orang yang memeras, yang meminta diperaskan,
peminum, pembawanya, yang dibawakan untuknya, penuangnya,
penjual, yang memakan hasilnya, pembelinya, dan yang minta
dibelikan.” (HR. Tirmidzi [No. 1216] dan Ibnu Majah [No. 3372]
dari Anas bin Malik ra).®®
Hadits di atas menjelaskan bahwa setiap jual beli yang bisa
mengarah kepada maksiat, maka hukumnya haram. Oleh karena itu
dalam hal ini tidak boleh hukumnya menjual sesuatu yang diperas
seperti anggur, dan lainnya kepada orang yang diduga akan membuat
khamr. Memang pada dasarnya jual beli sesuatu yang diperas adalah
boleh, tetapi karena wasilahnya dijual kepada orang yang
diharamkan seperti untuk membuat khamr, maka hukumnya menjadi
haram.
3. Kaidah Kedua Puluh
i A0 A8 A S I 25 e
Artinya: “Setiap benda yang telah diharamkan Allah SWT kepada
hamba-Nya, maka memperjualbelikannya adalah haram, karena
haram memakan ladang darinya.”
Maksud kaidah di atas ialah apa saja yang telah diharamkan

oleh Allah SWT seperti arak (khamr), daging anjing, daging babi,

dan lain sebagainya, maka diharamkan pula memperjualbelikannya

® 1bid., him. 94.
% 1bid., him. 95.
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sekaligus memanfaatkannya. ‘//lat (alasan hukum) pengharaman
tersebut adalah tidak adanya sifat maliyah (tidak dipandang harta)
pada harta yang diharamkan. Sedangkan kebolehan jual beli dan
keharusan adanya tanggungan (dhaman) itu keduanya dibangun di
atas sifat maliyah.

Sebelum diharamkannya khamr, Rasulullah SAW pernah
memerintahkan orang-orang untuk memperjualbelikan khamr dan
memanfaatkannya. Namun setelah ada ayat yang mengharamkannya,
maka selanjutnya beliau melarangnya. Hal ini menjadi dalil bahwa
pengharaman  meminumnya itu  menghendaki  haramnya
memperjualbelikannya. Hal ini juga menunjukkan bahwa sesuatu
yang tidak diperbolehkan memanfaatkannya menurut syara’, maka
tidak diperbolehkan pula memakan ladang (hasil) dari penjualannya.
Adapun mengenai ‘illat pengharamannya tidak terbatas hanya pada
khamr dan lemak babi saja, tetapi mencakup keseluruhan setiap
sesuatu yang diharamkan memanfaatkannya.

4. Kaidah Kedua Puluh Satu
COEYL Gami Y e K i A Y

Artinya: “Sesuatu yang tidak terlarang menurut syara’ merusaknya,
maka tidak punya tanggungan dikarenakan merusaknya. b7

Maksud kaidah di atas adalah sesungguhnya harta benda
yang apabila dirusak menyebabkan orang yang merusaknya harus

bertanggung jawab adalah harta benda yang Allah SWT pelihara

" 1bid., him. 97.
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kehormatannya, dan dianggap sebagai harta yang harus dimuliakan.

Adapun harta benda yang oleh Allah SWT tidak dimuliakan, maka

tidak ada tanggungan apabila dirusaknya.

Contohnya, orang yang menghancurkan khamr (arak) milik
orang Islam atau kafir dzimmi, maka tidak ada tanggungan bilamana
dirusaknya. Baik yang merusaknya itu orang muslim atau orang kafir
dzimmi. Karena khamr adalah termasuk harta benda yang
diharamkan oleh Allah SWT.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015 Pasal
2 menyatakan bahwa minuman beralkohol telah dikelompokkan dalam 3
golongan vyaitu, golongan A, golongan B, dan golongan C. Dalam figh
muamalah, Ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis, yaitu
termasuk khamar (minuman beralkohol). Sehingga pengelompokan
minuman beralkohol dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
06/M-DAG/PER/2015 tersebut tidak sesuai dengan syarat barang dalam figh
muamalah.

Dalam Pasal 14 menyatakan bahwa penjualan minuman beralkohol
tersebut dapat dijual di Hotel, Restoran, Bar, Toko Bebas Bea (TBB) dan
tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/ Walikota dan Gubernur
untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, minuman beralkohol
golongan A dapat dijual di supermarket dan hypermarket. Figh muamalah
memang tidak melarang dimanapun proses jual beli terjadi selama barang

yang diperjualbelikan dapat dilihat dan diserahkan di tempat tersebut.
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Namun pembagian tempat penjualan minuman beralkohol ini termasuk jual
beli yang tidak memenuhi rukun, atau tidak sesuai dengan syariat (objeknya
adalah minuman beralkohol yang termasuk najis/ haram), dalam figh
muamalah jual beli ini merupakan jual beli batal.

Ketentuan figh muamalah tersebut di atas juga bersesuaian kepada
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015 dalam Pasal
15 bahwa penjualan minuman beralkohol hanya dapat diberikan kepada
konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan
menunjukkan kartu identitas kepada petugas/ pramuniaga, isi peraturan ini
juga termasuk ke dalam jual beli batal karena objek yang diperjualbelikan

adalah barang najis/ haram dan tidak sesuai dengan syariat.

Analisa Hasil Penelitian

Peredaran serta penjualan minuman beralkohol dilakukan oleh
sebagian masyarakat sebagai dinamika berinteraksi, dimulai dari remaja,
orang dewasa, hingga orangtua yang sudah berumur. Kondisi itu
menunjukkan kesadaran masyarakat tentang bahaya minuman beralkohol
masih sangat minim, sehingga memberikan peluang kepada minuman
beralkohol untuk tetap beredar dan diperjualbelikan.

Pada saat ini penyebaran minuman beralkohol tidak terkontrol,
sebagai contoh dalam penyebarannya sudah tidak lagi memandang batasan
usia pemakai atau pengonsumsi minuman beralkohol serta dikhawatirkan
akan membawa dampak yang negatif pada masyarakat, terutama pada anak-

anak usia remaja yang nantinya sebagai generasi penerus bangsa. Selain itu,
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penyebaran minuman beralkohol yang tidak terkontrol akan membawa
dampak pada tingkat kriminalitas yang tinggi pada masyarakat. Oleh
karenanya, untuk mengatasi persoalan tersebut, maka diperlukan langkah
dan terobosan serta tindakan tegas namun terukur yang dilandasi dengan niat
yang tulus untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, baik
masyarakat sebagai korban maupun masyarakat sebagai pelaku itu sendiri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Permendag Nomor 20
Tahun 2014 untuk minuman beralkohol golongan A juga dapat dijual di toko
pengecer berupa minimarket, supermarket, hypermarket atau toko pengecer
lainnya, namun pada Permendag Nomor 06 Tahun 2015 Pasal 14 dihapus
dan diganti sehingga berbunyi sebagai berikut “selain sebagaimana ayat (2),
minuman beralkohol golongan A juga dapat dijual di supermarket dan
hypermarket ”. Berdasarkan ketentuan perubahan pada pasal 14 dalam
Permendag Nomor 06 Tahun 2015 sudah jelas bahwa peredaran minuman
beralkohol hanya dapat dijual di supermarket dan hypermarket dan hanya
dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu)
tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas/
pramuniaga.

Peraturan ini terbentuk dengan semangat untuk melindungi moral
dan budaya masyarakat serta meningkatkan efektivitas pengendalian dan
pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman
beralkohol. Peraturan ini dibangun dengan asumsi bahwa dengan tidak

dijualnya minuman beralkohol di mini market akan mempersulit akses anak-
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anak terhadap alkohol sehingga dapat melindungi moral dan budaya
masyarakat serta menjauhkan anak-anak dari dampak negatif alkohol.

Dari uraian di atas, pengaturan peredaran minuman beralkohol yang
menyatakan bahwa minuman beralkohol hanya dapat dijual di supermarket
dan hypermarket dan hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah
berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu
identitas kepada petugas/ pramuniaga, jelas tidak sesuai dengan kaidah figh
muamalah terutama dalam hadits Nabi SAW:

b Dumita b huale S5 yaill bl e ) o a5 0l
el (s mally giad ST ooty L 43l) A1sasalls lalas e i
AT
Artinya: “Rasulullah SAW melaknat sepuluh orang yang berkenaan dengan
khamr; orang yang memeras, yang meminta diperaskan, peminum,
pembawanya, yang dibawakan untuknya, penuangnya, penjual, yang
memakan hasilnya, pembelinya, dan yang minta dibelikan.” (HR. Tirmidzi
[No. 1216] dan Ibnu Majah [No. 3372] dari Anas bin Malik ra).

Segala sesuatu yang bila diminum dalam jumlah besar
mengakibatkan mabuk, maka zat tersebut dinamakan khamr, baik dalam
jumlah sedikit maupun banyak, baik diberi nama alkohol maupun diberi
nama yang lain. Zat tersebut wajib ditumpahkan dan haram digunakan untuk
kepentingan apapun termasuk sebagai zat pembersih, campuran parfum,
bahan bakar dan lain sebagainya. Argumen pendapat ini adalah hasil dari
analisa sampel minuman yang memabukkan, biasanya terdapat alkohol

dengan kadar yang kisarannya antara 8-20% dan sisanya terdiri dari air dan

karbohidrat. Ini berarti alkohol sekalipun bukan mutlak khamr tetapi hanya
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salah satu bagian pembentuk khamr. Meski dia hanya salah satu unsur
pembentuk khamr, namun ternyata alkohol adalah zat utama yang
menimbulkan dampak mabuk dalam khamr, sementara memabukkan inilah
yang menjadi illat (penyebab) diharamkannya khamr. Oleh karena itu,
hukum alkohol dapat disamakan dengan khamr.

Argumen lain menyebutkan bahwa alkohol bukanlah khamr.
Pendapat ini didukung oleh Syaik Muhammad Rasyid Ridha rahimahullah
dan beberapa Ulama Kontemporer. Khamr terbuat dari hasil fermentasi buah
segar seperti anggur, kurma, gandum, dan biji-bijian. Adapun alkohol
berasal dari kayu, akar, dan serat tebu, kulit jeruk dan lemon, dan juga
terdapat dalam setiap adonan. Sekalipun alkohol adalah zat utama yang
menyebabkan mabuk pada khamr, akan tetapi alkohol tidak dinamakan
khamr, baik secara bahasa maupun syariat.

Alkohol merupakan nama untuk zat yang tidak dikenal pada masa
Nabi Shallallahu ‘alathi wa sallam. Pada saat itu hanya dikenal khamr.
Karena unsur utama yang memabukkan dalam khamr adalah ethanol, maka
hanya alkohol jenis ini saja yang hukumnya sama dengan khamr, dan tidak
boleh digunakan untuk kepentingan apapun. Adapun alkohol jenis lain yang
dapat mengakibatkan kematian bagi peminumnya, maka hukumnya sama
dengan racun, boleh digunakan untuk kepentingan apapun selain untuk
diminum.

Adapun ramuan yang dicampur khamr sehingga khamr larut dalam

ramuan tersebut boleh digunakan sebagai obat, jika tidak ada lagi obat lain
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yang cocok, sekalipun pengobatan tersebut hanya menyebabkan
kesembuhan lebih cepat, dengan syarat resep pengobatan tersebut
disarankan oleh seorang Dokter Muslim yang dapat dipercaya. Dengan
demikian, dapat disimpulkan bahwa boleh menggunakan obat yang
mengandung alkohol dengan syarat alkoholnya telah larut atau terurai,
sehingga bila diminum tidak lagi memabbukkan, karena jika memabukkan

hukumnya sama dengan khamr.



BAB V
PENUTUP

Kesimpulan
Dari pembahasan dan analisis yang dilakukan dalam bab-bab
sebelumnya dapat ditarik kesimpulan yang berkaitan dengan pokok masalah
sebagai berikut:
1. Pengaturan Peredaran Minuman Beralkohol dalam Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015
Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-
DAG/PER/1/2015, minuman beralkohol dikelompokkan dalam 3
golongan yaitu golongan A dengan kadar alkohol atau etanol sampai
dengan 5% (lima per seratus); golongan B dengan kadar alkohol atau
etanol lebih dari 5% (lima per seratus) sampai dengan 20% (dua puluh
per seratus); dan golongan C dengan kadar alkohol atau etanol lebih dari
20% (dua puluh per seratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima per
seratus).
Penjualan minuman beralkohol hanya dapat dijual di Hotel,
Restoran, Bar, Toko Bebas Bea (TBB) dan tempat tertentu lainnya yang
ditetapkan oleh Bupati/ Walikota dan Gubernur untuk Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta. Minuman beralkohol golongan A juga dapat
dijual di supermarket dan hypermarket. Penjualan minuman beralkohol

hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua
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puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas kepada
petugas/ pramuniaga.

2. Tinjauan Figh Muamalah terhadap Pengaturan Peredaran Minuman
Beralkohol

Tinjauan figh muamalah terhadap pengaturan peredaran
minuman beralkohol dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
06/M-DAG/PER/2015 jelas tidak sesuai dengan konsep figh muamalah,
sebab syarat jual beli yang menyangkut pada objek jual beli yaitu barang
harus suci dan bukan merupakan barang najis/ haram. Nabi Muhammad
SAW dan para ulama sepakat melarang jual beli khamr (minuman
beralkohol) karena sesuatu yang haram diminum maka haram pula
dijual.
B. Saran

1. Untuk pengusaha atau perusahaan yang terlibat langsung dalam bisnis
minuman beralkohol untuk menekan dan bahkan tidak lagi memproduksi
minuman beralkohol karena secara hukum maupun agama peredaran
minuman beralkohol adalah komoditas yang dilarang.

2. Bagi pemerintah, agar aturan ini dapat diatur melalui undang-undang
yang melarang dan berlaku kepada seluruh elemen masyarakat.

3. Bagi peneliti selanjutnya, masih banyak sisi yang dapat diteliti dalam
hukum ekonomi syariah di Indonesia, dengan semakin banyak penelitian
dilakukan diharapkan dapat memberikan dorongan dan kontribusi positif

kepada masyarakat Indonesia menuju pembangunan nasional yang ideal.
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